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Pokok masalah dari penelitian ini adalah banyaknya terjadi fraud pada tingkat 
pemerintahan desa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana 
kecenderungan fraud di desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 
dengan menilai Good Governance. Selain itu tujuan utamanya adalah untuk 
memahami bagaimana Tallang Sipahua dapat mencegah fraud.  
Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi kritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 
informan dengan melakukan pengamatan langsung dan tehnik wawancara. Analisis 
data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan 
analisis tema kultural. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tercapainya prinsip-prinsip Good 
Governance yang bersinergi dengan semboyan Tallang Sipahua dapat mencegah 
terjadinya Fraud. Nilai Asse’re se’re (solidaritas) tercermin dalam prinsip partisipasi. 
Sedangkan nilai Sega’ (ramah) bersinergi dengan prinsip Responsive (daya tanggap). 
Demikian halnya dengan nilai Appada-pada (Kebersamaan) dapat ditemukan dari 
terwujudnya konsensus dan persamaan hak. Selain itu prinsip Akuntabilitas dan 
Transparansi masih perlu dimaksimalkan dengan meningkatkan nilai Pakkamaseang 
(rasa empati) dan situlung-tulung (tolong-menolong) baik sesama pihak pemerintah 
maupun terhadap masyarakat. 
Kata Kunci: Fraud, Good Governance dan Tallang Sipahua. 
 







A. Latar Belakang 
             Kesalahan dalam akuntansi dikenal ada dua jenis yaitu kekeliruan   (error)  
dan kecurangan (fraud). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan  
oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidak adanya unsur kesengajaan. Standar 
pun mengenali bahwa seringkali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan 
dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha 
menyembunyikan kecurangan itu. Kekeliruan terjadi pada tahap pengelolaan 
transaksi, saat terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan jurnal, pencatatan debit 
kredit, dan laporan keuangan. Selain itu, potensi kecurangan (fraud) juga terjadi pada 
konteks pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang masih rendah. Hal 
semacam ini dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan 
kecurangan (fraud).  
Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dan seringkali 
menyesatkan orang-orang yang bersentuhan langsung dengannya.  Hal semacam ini 
tidak mengecualikan pada tingkat pemerintahan desa, karena memiliki potensi 
kecurangan yang cukup besar. Adapun macam-macam kecurangan yang sering 
ditemui pada tingkat desa diantaranya yaitu adanya penggunaan kas desa secara tidak 
sah, mark up dan kick back  pada pengadaan barang dan jasa. Kecurangan lain yang 
seringkali terjadi adalah penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi aparat desa 
secara tidak sah dan pungutan liar saat memberikan pelayanan pada masyarakat.  
             Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan 
masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai 






tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju 
tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa atau 
kelurahan yang maju. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat  yang diakui dalam sistem 
pemerintahan nasional. Seperti halnya yang dikatakan Chomariyah, et al., (2016) 
bahwa desa memiliki hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat desanya. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan 
pembangunan disegala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun 
kemasyarakatan dan tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
              Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat 
membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang 
pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya 
berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam  membangun Indonesia haruslah dimulai 
dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan 
yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan 
kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Atmadja dan Saputra, 
2017:7).  Namun, Wibisono dan Purnomo (2017:10)  mengatakan bahwa adanya 
peraturan tersebut, menghadirkan risiko yang cukup  besar karena banyak desa yang 
belum memiliki pengalaman dalam mengelola dan yang cukup besar. Potensi risiko 
yang cukup nampak adalah adanya penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan 






            Lobubun (2017)  mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 Ditreskrimsus 
Polda Sulsel dan jajaran telah menangani 50 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  
Kasus korupsi tidak hanya terjadi pada tahun 2017 tetapi juga pada tahun-tahun 
sebelumnya. Komite Pemantau Legislatif  (Kopel) merilis kasus korupsi yang terjadi 
di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2015-2016. Kasus korupsi menunjukkan 
peningkatan setiap tahunnya. Bahkan sudah masuk dalam rangking sepuluh terbesar 
di Indonesia. Jumlah kerugian negara berdasarkan kasus korupsi yang terjadi di 
daerah Sulawesi Selatan paling besar di kabupaten Bulukumba (Nonalyw, 2017).  
Tidak hanya itu kasus penyalahgunaan dana sudah merambah ke tingkat 
pemerintahan desa seperti yang ditemukan di kabupaten Bulukumba beberapa waktu 
lalu di salah satu desa yang terletak di kecamatan Kindang seorang kepala desa 
dipecat dari jabatannya karena terbukti merugikan negara sebanyak dua ratus juta 
rupiah (Sir dan Nur, 2017:1). Sehingga kecenderungan fraud terlihat jelas dalam 
dunia pemerintahan desa tanpa terkecuali  desa-desa yang lain. 
Maraknya berita mengenai kecurangan fraud di dalam pengelolaan negara 
atau  pejabat publik baik di surat kabar, televisi dan sosial media lainnya, 
memberikan kita kesadaran untuk melakukan sesuatu dalam membenahi 
ketidakberesan tersebut. Apalagi berbagai artikel dan berita yang membahas 
mengenai terjadinya indikasi fraud atau kecurangan  dalam suatu instansi dilakukan 
oleh pimpinan maupun bawahannya. Meningkatnya tindakan kecurangan hampir 
berbanding lurus dengan berlakunya Undang-Undang baru antitindakan kecurangan, 
namun usaha yang dilakukan oleh instansi untuk memerangi  tindakan kecurangan 
tidak berjalan dengan lancar dan hanya bersifat formalitas. 
Dewasa ini, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa salah satu 





(Good Governance). Dalam hal ini Good  Governance memiliki pengertian sebagai 
pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, 
pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Sehubungan dengan 
akuntabilitas pemerintah, hal ini tidak dapat diketahui apabila tidak ada bentuk 
transparansi (Ratnayani, dkk., 2014:2). Good Governance di Indonesia dituntut untuk 
semakin berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan 
transparan. Sebab perubahan yang paing diinginkan adalah perubahan di bidang 
akuntansi pemerintahan (Beawiharta dan Sri, 2014:2). Prinsip tersebut dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan karena penerapan Good 
Governance yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan 
yang jauh dari praktik kecurangan. Sejalan dengan yang dikatakan Larasati, dkk., 
(2017:49) good Corporate dapat mencegah atau mengurangi fraud sehingga perlu 
adanya  pemahaman tentang struktur, prinsip dan fungsi Good Governance yang 
harus dijalankan bersamaan. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi fraud. 
Tindakan demikian merupakan faktor etika dalam diri pelaku. Penelitian yang 
dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015) menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara tingkat religius dan spiritualitas seseorang 
pada pencegahan fraud.  
Penelitian ini dilakukan di desa Bontoharu kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba untuk melihat bagaimana kecenderungan fraud, mengingat banyaknya 
kasus penyalahgunaan dana di kalangan pemerintah desa. Dapat dilihat bahwa kasus-
kasus yang terjadi sangat dekat dengan desa Bontoharu sebab bernaung dalam 
kabupaten yang sama. Selain itu, selaku masyarakat yang berdomisili di desa 
tersebut, tentu pernah satu kali, dua kali atau bahkan lebih dari itu mendengarkan isu 





mungkin merasakan adanya ketidakadilan dari pihak pemerintah dalam mengayomi 
masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam untuk 
menemukan kebenaran  dari isu tersebut. Menurut Jailani (2012:10) teori kritis dapat 
meningkatkan kesadaran pelaku perubahan dari realitas yang diputarbalikkan oleh 
kalangan tertentu dan disembunyikan dari pemahaman sehari-hari. Dikatakan bahwa 
rakyat adalah subjek dalam menciptakan proses sejarah bukan obyek. Untuk itu, 
selain memberlakukan peraturan-peraturan formal juga seharusnya menyentuh aspek 
manusianya  (Syahrina et al., 2017:75). Karena budaya dalam suatu instansi dapat 
menjadi pemicu terjadinya tindakan kecurangan. Syahrina, et al., (2017:83) bahwa 
budaya cari untung menjadi pemicu terjadinya fraud. Namun, tidak semua budaya 
dalam suatu instansi selalu berdampak buruk. Rusdi dan Susanti (2015)  mengatakan 
bahwa budaya Siri’ Na Pacce dapat menjadi alat untuk mengontrol perilaku individu. 
B. Deskripsi Fokus 
Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan di 
segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan 
dan tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. 
Namun dalam mewujudkan kesejahteraan desa tentunya berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan.  
Penelitian berfokus melihat dengan sudut pandang yang lebih kritis 
bagaimana kecenderungan fraud yang ada di desa Bontoharu kecamatan Rilau Ale 
kabupaten Bulukumba. Untuk kemudian merujuk kepada pembebasan manusia atau 
masyarakat dari suatu keadaan yang tidak seimbang. Dimana salah satu falsafah yaitu 
Tallang Sipahua dijadikan acuan dalam hal ini membangun pondasi yang kuat 





terciptanya pemerintahan yang bersih dengan upaya yang paling utama adalah 
melakukan pencegahan fraud melalui Good Governance. 
C. Rumusan Masalah  
           Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tergantung dari berbagai faktor 
antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di 
lapangan, sehingga perlu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang 
benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Namun, 
kecurangan sudah menjadi virus yang sangat menular dan berkembangan-biak 
diberbagai sektor baik sektor swasta maupun sektor publik. Oleh sebab itu, butuh 
kesadaran yang kuat bagi setiap individu agar tidak melakukan kecurangan.  
             Bertitik tolak dari hal tersebut dan latar belakang di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kecenderungan fraud di desa Bontoharu kecamatan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba? 
2. Bagaimana  falsafah Tallang Sipahua dapat mencegah fraud di desa Bontoharu 
kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba? 
D. Tujuan Penelitian 
           Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah 
sebagai sebagai berikut: 
1. Untuk melihat tingkat kecenderungan fraud di desa Bontoharu kecaman Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui peran falsafah Tallang Sipahua mencegah fraud di desa 







E. Penelitian Terdahulu 
              Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat bagaimana falsafah 
Tallang Sipahua dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan fraud. Pencegahan 
fraud yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang terjadi pada  pengelolaan 
Keuangan di desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale yang ada di kabupaten 
Bulukumba. Penelitian mengenai budaya yang memicu ataupun menekan  fraud telah 
dilakukan oleh Syahrina et al., (2017) dan Susanti (2015).  Penelitian lain yang 
berhubungan adalah penelitian yang dilakukan oleh Randa dan Fransiskus (2014) 
serta Wahyuningsih dan Kiswanto (2016).   
             Syahrina et al., (2017) melakukan penelitian dengan Budaya Cari Untung 
Sebagai pemicu Terjadinya Fraud: Sebuah Studi Etnografi. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode etnografi yang bertujuan mengetahui budaya yang memicu terjadinya 
fraud pada realisasi keuangan Negara. Hasil penelitian ini memeberikan informasi 
berupa bentuk-bentuk penyiasatan yang dilakukan, sehingga dapat diajdikan dasar 
sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan atau perbaikan kebijakan dan peraturan 
yang disiasati tersebut.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya pada suatu 
instansi dapat memicu fraud.  
              Rusdi dan Susanti (2015) melakukan penelitian dengan judul Nilai Budaya 
Siri’ Na Pacce dan Perilaku Korupsi.  Dalam penelitian ini dikatakan bahwa 
kurangnya Nilai Budaya Siri’ Na Pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, 
Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin besar perilaku korupsi yang akan 
dimunculkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan jika nilai budaya Siri’ 
Na Pacce dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan perilaku korupsi. Sehingga, 





dapat dicegah. Dapat dilihat bahwa budaya lokal mampu menjadi alat kontrol 
perilaku individu maupun kelompok . 
Penelitian Randa dan Fransiskus (2014) melihat transformasi nilai budaya 
lokal dalam membangun akuntabilitas organisasi sektor publik. Ada dua jenis 
akuntabilitas dalam sektor pemerintahan yakni akuntabilitas masukan (aktivitas 
penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan 
akuntabilitas keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak principal, yakni 
masyarakat). Reskonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam 
aktivitas kombongan (duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah). 
             Penelitian Wahyuningsih dan Kiswanto (2016) dengan judul Factors 
Affecting The Accountability of Village financial Management. Akuntabilitas sebagai 
suatu pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab si pemegang amanah terhadap publik. 
Semakin tinggi tanggung jawab sipengelola maka akuntabilitas pengelolaan 
pemerintah desa semakin baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam 
penelitian ini dilihat dari indikator keakuratan, transparansi, validitas, relevansi, dan 
keandalan informasi. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini yakni perlunya 
peningkatan peran dari masyarakat serta pemerintah terkait pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
            Melihat hasil dari beberapa penelitian yang menunjukkan besarnya nilai 
budaya dapat menjadi acuan dalam membangun kearah yang lebih baik. Adanya 
sinergi antara budaya suatu organisasi atau lingkungan dengan budaya individu 






F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan teori yang sudah ada teori kritis  
yang diilhami oleh Karl Marx yang dihubungkan paling dekat dengan Horkheimer 
dimana teori kritis pada hakikatnya mau menciptakan kesadaran yang kritis. Untuk 
menyingkap segala tabir yang menutup kenyataan yang tak manusiawi terhadap 
kesadaran kita. Dengan kata lain adanya kesan semu yang perlu diungkapkan dalam 
setiap tatanan kehidupan masyarakat yang terlihat baik adanya. Tujuannya adalah 
menguak sisi remang dalam pemerintahan desa yang perlu dicerahkan agar tercipta 
kebebasan fraud. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi 
pemerintah dan pihak-pihak yang mendapat kepercayaan untuk terlibat langsung 
dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga pengeloaan keuangan tidak 
menimbulkan aroma-aroma tidak sedap seperti fraud dalam hal ini penyalahgunaan 
dana desa. Sebab bukan hanya negara yang dirugikan melainkan kepentingan umum 
masyarakat setempat bisa terbengkalai. Agar akuntansi pemerintahan dapat berjalan 
dengan semestinya. Selain itu, semboyan daerah tidak hanya dijadikan sebatas slogan 
yang mewarnai sejarah tetapi mampu menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik terbebas dari fraud. 
3. Manfaat Regulasi 
Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu mewujudkan tujuan ditetapkannya 
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru 
dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa 





perkotaan, tetapi dalam  membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena 
desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari 
prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus 
berkeadilan dan berkesinambungan. Serta mampu menjelaskan Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan yaitu transparan, akuntabel, 





















BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Critycal Theory (teori kritis) 
 Teori kritis  yang diilhami oleh Karl Marx yang dihubungkan paling dekat 
dengan Horkheimer dimana teori kritis pada hakikatnya mau menciptakan kesadaran 
yang kritis. Teori kritis ingin mengubah keadaan yang dianggap tidak adil.  Marx 
adalah seorang filsuf yang amat menaruh perhatian pada perubahan, maka filsafat 
atau ilmu pengetahuan harus melahirkan revolusi dalam masyarakat (Iwan, 
2014:146).  
Sejalan dengan Marx, pada tahun 1972 Horkheimer memandang 
diperlukannya satu pendekatan sosial yang mampu mengatasi krisis yang muncul di 
berbagai sektor kehidupan di Eropa  pada abad ke-20 (Tjahyadi,2007:2). Menurut 
Horkheimer, tugas teori kritis adalah untuk menembus dunia benda dan menunjukkan 
hubungan dasariah antar pribadi. Lebih lanjut dikatakan bahwa teori kritis berangkat 
dari kesadaran teoritekus itu sendiri tentang keterlibatannya sendiri. 
 Menurut Rahman (2009:2) teori kritis pada hakikatnya mau menjadi 
Aufklarung atau pencerahan. Aufklarung ini berarti mau membuat cerah, mau 
menyingkap segala tabir yang menutup kenyataan yang tak manusiawi terhadap 
kesadaran kita. Teori kritis membicarakan ketersilauan atau semacam selubung yang 
menyeluruh yang perlu disobek sebab telah menciptakan kebutaan terhadap fakta 
yang terjadi. Adanya kesan semu yang perlu diungkapkan dalam setiap tatanan 
kehidupan masyarakat yang terlihat baik adanya.  
Teori kritis berupaya membebaskan manusia dari dominasi dan tekanan.  
Sehingga tujuan digunakannya teori kritis adalah menguak sisi remang dalam 







tidak adanya hal yang terselubung juga sangat bergantung pada tingkat kepekaan 
peneliti. Hasilnya dimaksudkan agar dapat mendorong kerja keras pemerintah dan 
berfokus pada pencapaian hasil yang optimal sebagai bentuk solidaritas terhadap 
masyarakat. Sebab terciptanya pemerintahan yang baik dan bebas fraud tidak hanya  
berdampak bagi individu melainkan untuk masyarakat luas. 
B. Implementasi Good Corporate Governance 
Implementasi adalah proses untuk memastikan mengenai pelaksanaan dan 
pecapaian kebijakan tertentu. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 
akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui apabila tidak ada transparansi 
pemerintah terhadap masyarakatnya. Untuk itu sejauh ini Good Governance dijadikan 
sebagai seperangkat sistem yang berperan penting dalam mengarahkan pengendalian 
intern di suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Good Governance bertujuan 
untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai, aset 
perusahaan terjaga dengan baik, dan upaya untuk menjalankan praktik-praktik usaha 
yang sehat, serta kegiatan yang transparan agar terjaganya keseimbangan antara 
upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial ekonomi perusahaan 
(Ratnayani, et al., 2014:1) 
Budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu 
meminimalisir kemungkinan fraud untuk terjadi. Mengimplementasikan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Good Governance sebagai budaya organisasi dapat 
mencegah kecurangan (Widiyarta, et al., 2017:3).  Sedangkan menurut Atmadja dan 
Saputra (2017:8) untuk mendukung terwujudnya Good Governance dalam 
penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata 






Purnawanti, et al., (2016:2) Good Governance dalam pengelolaan keuangan 
desa meliputi beberapa bagian, di antaranya yang pertama bentuk partisipasi 
masyarakat diwujudkan dalam penyusunan APBDes, kedua informasi tentang 
keuangan secara transparan dapat diperoleh masyarakat, ketiga APBDes disesuaikan 
dengan kebutuhan desa, keempat pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas 
pengelolaan keuangan, kelima masyarakat baik secara langsung maupun lewat 
lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa. 
C. Fraud 
             Fraud adalah suatu kata yang jarang diketahui masyarakat. Namun, tanpa 
disadari di Indonesia, hampir setiap hari berita di media massa (cetak dan elektronik) 
memuat berbagai berita tentang fraud. Fraud adalah suatu hal yang sering terjadi 
bukan hanya di kehidupan sehari-hari, pemerintahan bahkan di perusahaan publik. 
Sepintas fraud merupakan suatu jenis penyimpangan yang terkesan sederhana namun 
fraud menyimpan bentuk yang lebih kompleks dari bentuk yang sudah kita kenal 
selama ini. Masyarakat awam cenderung mengartikan bahwa fraud adalah korupsi. 
Padahal sebenarnya, fraud itu memiliki banyak tipe termasuk salah satunya korupsi. 
Memang kasus yang sering terdengar saat ini serta menjadi “buah bibir “ masyarakat 
adalah korupsi terutama yang melibatkan para petinggi negara ini. fraud merupakan 
suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau 
untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya 
sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian 
menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. fraud 
berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Jika seorang 





maka itu tidak dapat dikatakan fraud karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi, 
jika seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik 
minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaanya maka disebut fraud. 
Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi akan 
mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan berguna bagi pihak-
pihak yang membutuhkannya. Karena sebuah informasi akuntansi yang dihasilkan 
dari proses akuntansi dari suatu entiti sangatlah penting, dimana informasi ini 
menjadi pertimbangan terhadap program atau kebijakan entiti tersebut untuk 
mencapai tujuannya. Fraud tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga marak 
terjadi di sektor publik tak terkecuali pada pemerintahan desa. 
Alfian (2016:206) mengatakan bahwa sejauh ini dengan banyak pendapat 
ilmuan disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu fraud antara lain:  
1. Faktor Individu  
a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan  
b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan, yang lebih cenderung 
berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang 
terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/ organisasi tempat ia 
bekerja.  
c. Tekanan, faktor yang dihadapi dalam bekerja yang dapat menyebabkan orang 
yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.  
2. Faktor Generic  
a. Kesempatan, untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku 
terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu 
ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan 





mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari 
pada karyawan.  
b. Pengungkapan, suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya 
kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. 
Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila 
perbuatannya terungkap.  
            Pencegahan kecurangan pada umumnya berupa aktivitas yang dilaksanakan 
oleh pihak manajemen dalam hal penerapan kebijakan, sistem dan prosedur yang 
membantu menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan 
komisaris, manajernen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan 
kenyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: 
1. Keadaan laporan keuangan. 
2. Efektivitas dan efisiensi operasional 
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
Konsep fraud triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey 
(Widarti, 2015:232). Menurut Aprillia et al., (2015:788) Dalam praktik kecurangan, 
terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya upaya fraud yang popular dengan 
nama segitiga kecurangan (Fraud Triangle), Sebagaimana diilustrasikan seperti 
gambar dibawah ini: 
Gambar 2.1  
Fraud Triangle 
 
     Opportunity                                  Rationalization 
 
     Pressure  
Sumber: Modifikasi Buku Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Elder et 






Kecurangan terjadi dalam suatu perusahaan dikarenakan adanya dorongan 
yang menyebabkan seseorang melakukan fraud (pressure), peluang yang 
memungkinkan fraud terjadi (opportunity), dan elemen penting dalam terjadinya 
fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya (rationalization). 
1. Pressure (Tekanan/Motif)  
Pressure adalah dorongan orang untuk melakukan fraud. Tekanan dapat 
mencakup hampir semua hal termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dalam 
hal keuangan sebagai contoh dorongan untuk memiliki barang-barang yang 
bersifat materi. Tekanan dalam hal non keuangan mendorong seseorang 
melakukan kecurangan, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk 
karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam SAS No. 
99, terdapat empat jenis kondisi umum terjadi pada pressure yang dapat 
mengakibatkan kecurangan yaitu :  
a. Financial stability pressure  
Yaitu keadaan yang memaksa suatu perusahaan harus menggambarkan 
kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contoh faktor risiko: 
perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau 
profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.  
b. Financial targets  
Yaitu tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan 
yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor risiko: perusahaan 
mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolok ukur para 







c. Personal financial need  
Yaitu kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi 
keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor risiko: kepentingan 
keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam entitas, manajemen 
memiliki bagian kompensasi yang signifikan yang bergantung pada 
pencapaian target yang agresif untuk harga saham, hasil operasi, posisi 
keuangan, atau arus kas manajemen menjaminkan harta pribadi untuk utang 
entitas.  
d. External pressure  
Yaitu tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan 
atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor risiko: ketika perusahaan 
menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis investasi, tekanan 
untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan 
bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya.  
2. Opportunity (Peluang)  
Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang dapat 
terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang 
kurang baik atau melalui penggunaan posisi. SAS No. 99 menyebutkan bahwa 
peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori yaitu : 
nature of industry, ineffective monitoring dan organizational structure.  
a.  Nature of industry  
Yaitu berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung 
dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan 
jauh lebih besar. Contoh faktor risiko: penilaian persediaan mengandung 





di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika 
persediaan itu menjadi usang.  
b. Ineffective monitoring  
Yaitu keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif 
memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor risiko: adanya dominasi 
manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, 
tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses 
pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. 
c. Organizational Structure  
Yaitu struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil. Contoh faktor 
risiko: struktur organisasi yang terlalu kompleks, perangkapan jabatan yang 
mengurangi efektifitas pengawasan, perputaran personil perusahaan seperti 
senior manajer atau direksi yang tinggi.  
3. Rasionalization (Rasionalisasi)  
Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku 
fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan 
perbuatannya (Molida, 2011).  
Adanya suatu sikap, karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang 
memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, 
atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang 
cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perbuatan 
yang tidak jujur tersebut (Elder et al., 2008:375). 
             Kecurangan yang terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara seperti 





pengendalian, meningkatnya kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit, 
dan tindakan-tindakan lainnya.    
Fraud atau kecurangan adalah dari kesalahan yang disengaja untuk 
memperoleh keuntungan secara illegal. Kecurangan meliputi pencurian, penipuan, 
pemalsuan, dan korupsi. Dalam pengelolaan keuangan desa pun ada kemungkinan 
terjadi kecurangan. Sifat kecuragan bisa berupa penyimpangan administratif, 
penyimpangan yang bersifat perdata, dan penyimpangan dari ketentuan pidana. 
Menurut badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015 
terdapat beberapa risiko kecurangan (fraud) yang dapat terjadi dalam pengelolaan 
keuangan desa, antara lain: 
1. Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (Theft Of Cash on Hand) 
Risiko ini merupakan penggunaan kas desa secara tidak sah oleh aparat atau 
pihak lainnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk kecurangan yang 
menimbulkan kerugian keuangan desa hingga mengurangi kemampuan pemerintah 
desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
2. Mark up dan atau kick Back pada Pengadaan Barang/Jasa 
Meninggikan harga beli barang/jasa dari harga wajarnya, dan selanjutnya ada 
pengembalian sejumlah kas kepada aparat terkait merupakan bentuk kecurangan yang 
sudah sering terjadi. Apalagi dalam kondisi sistem pengendalian pemerintah desa 
yang belum matang, kemungkinan terjadinya risiko ini cukup tinggi. Hal ini tentunya 
dapat menimbulkan kerugian keuangan desa dan mengurangi kemampuan pemerintah 







3. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak sah 
(misuse atau larceny) 
Aset desa, berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun 
kendaraan kantor seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi pemerintahan desa. Namun seringkali, peralatan tersebut digunakan untuk 
kepentingan pribadi, atau bahkan dimiliki secara tidak sah. Ini risiko yang juga sering 
terjadi pada institusi yang sistem pengendaliannya belum matang seperti pada 
umumnya pemerintahan desa. Hal ini dapat menganggu operasional institusi. 
4. Pungutan Liar (Illegal Gratuities) Layanan Desa 
Pungutan Liar adalah pungutan tidak sah yang dikenakan kepada masyarakat 
atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pada instansi pemerintah yang 
masih kuat budaya „memberi tip‟, hal ini menjadi risiko yang sangat tinggi 
kemungkinan terjadinya. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya komplain, bahkan 
menimbulkan kekisruhan dalam pelayanan pada masyarakat. 
D. Pengelolaan Keuangan Desa 
UU Nomor 5 Tahun 1979  menyatakan bahwa Desa ialah suatu wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 
terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999,  desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 





sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa 
melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan 
ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 
Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya 
dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa 
memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan 
desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang 
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah 
kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 





lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota 
BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. 
Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 
agama atau tokoh masyarakat lainnya. 
Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014  Pengelolaan Keuangan Desa 
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola 
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 
dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) 
mengemukakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik 
pemerintahan yang baik.Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang 
dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif 
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: 
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 





penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu 
pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 
Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa yaitu: 
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secararasional 
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang 
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 
penerimaandalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 
kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam 
APBDesa/Perubahan ; 
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan harus dimasukan dalam  dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. 
E. Falsafah “Tallang Sipahua” 
           Falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu Philosophia. Philos/ Philoin 
memiliki arti suka, cinta dan mencintai. Shopia memiliki arti kebijaksanaan, hikmah, 
kepandaian, dan ilmu. Secara lengkap Philoshopia memiliki arti cinta kepada 
kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu. Falsafah memiliki arti sebagai sebuah 
pandangan hidup, anggapan, gagasan, ide, pemikiran, dan sikap batin yang paling 





digunakan untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat (Nolia, 
2012).   
           Falsafah Tallang Sipahua merupakan penggalan kata dari kalimat Mali’ 
Siaparappe, Tallang Sipahua. Mali’ artinya terbawa arus air, siparappe artinya saling 
menolong agar tidak terbawa arus air, tallang artinya tenggelam, sedangkan sipahua 
artinya saling menolong saat tenggelam. Ungkapan yang mencerminkan perpaduan 
dari dua dialek bahasa bugis dan konjo tersebut, merupakan gambaran sikap batin 
masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan 
keselamatan bersama, demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material 
dan spiritual, serta dunia dan akhirat. 
            Zaman dulu, semboyan Tallang Sipahua yang berarti jika tenggelam sama-
sama terapung lahir dan berkembang di Bulukumba wilayah Timur. Karena pada saat 
itu, hampir dari keseluruhan masyarakat Bulukumba menghuni wilayah pesisir pantai 
dan terkenal sebagai pelaut ulung. Dalam berlayar mereka memiliki tekad yang kuat 
untuk sampai/ menyelesaikan tujuan sebelum kembali. Akan tetapi selama mereka 
berlayar, mereka tidak egois, apapun yang terjadi pada salah satu diantara mereka 
adalah tanggung jawab mereka bersama-sama. Oleh karena itu, mereka mengambil 
perumpamaan yang dekat dengan kesehariannya sebagai gambaran semangat 
persatuan mereka. Kebiasaan berlayar yang dilakukan masyarakat dan ketidaktahuan 
mereka tentang bagaimana cara mereka bertahan hidup di dataran tinggi 
menyebabkan daerah dataran tinggi masih jarang bahkan hampir tidak ada yang 
menempati. Namun seiring bertambahnya pengetahuan dan kebutuhan manusia, 
masyarakat berangsur-angsur mendiami daerah dataran tinggi. Kemudian 
diperkenalkan kalimat Mali’ Siparappe yang berarti “jika hanyut, sama-sama 





kalimat Mali Siparappe Tallang Sipahua dirangkaikan sebagai semboyan dan 
kearifan lokal masyarakat Bulukumba. Kalimat Mali Siparappe tidak hanya ada di 
Bulukumba tetapi juga terdapat di beberapa daerah yang merupakan suku bugis 
(Fajarini, 2014:129). Seperti dalam penelitian Iskandar (2016:7) mengatakan bahwa 
Tallang Sipahua atau hanyut saling mendamparkan artinya saling tolong menolong 
dalam menghadapi rintangan. Sehingga makna dari semboyan ini adalah solidaritas, 
dimana nilai-nilainya dapat dilihat melalui kehidupan sehari-hari seperti tingginya 
rasa empati, kebiasaan tolong menolong dan nilai kebersamaan lainnya. 
Seperti yang dianjurkan dalam surah Al Ashr ayat 2-3 sebagai berikut: 
                                  
        
 
Artinya: "Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran." (QS. Al Ashr: 2-3). 
 
Orang-orang yang tidak ingin merugi tentu saja akan menuruti perintah allah swt. 
dengan mengerjakan amal saleh serta tidak mementingkan diri sendiri. Saling 
mengingatkan dalam hal kebenaran agar mencapai keselamatan bersama. Ayat diatas 
menunjukkan tingginya nilai moral dan keagamaan seseorang tidak akan 
membuatnya merugi.  
Petuah Tallang Sipahua (disebutkan sebagai Mali Siparappe dalam dialek 
bugis) tersebut dapat menjadi petunjuk tata pemerintahan yang baik, karena memiliki 





kepercayaan, adalah nilai berdasarkan kepercayaan seseorang. Menurut 
Fathurrohman (2012), nilai religius merupakan dasar dari pembentukan budaya 
religius, karena tanpa adanya penanaman religius, maka budaya religius tidak akan 
terbentuk. Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar 
kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai 
bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang lingkup 
nilai ini sangat luas dan mengatur seluruh aspek dalam kehiupan manusia. Nilai ini 
terbagi berdasarkan jenis agama yang dianut oleh manusia, dan kebenaran nilai ini 
mutlak bagi pemeluk agamanya masing-masing. Nilai religius bersumber dari agama 
dan mampu merasuk ke dalam intimitas jiwa. Nilai religius perlu ditanamkan dalam 
setiap lembaga untuk membentuk budaya religius yang mantap dan kuat. Disamping 
itu, penanaman nilai religius ini penting dalam rangka untuk memantapkan etos kerja 
dan etos ilmiah seluruh civitas akademika yang ada di suatu lembaga.  
Nilai moral adalah nilai yang berdasarkan kepada baik atau buruknya suatu 
perbuatan seseorang manusia berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang bersifat 
universal. Nilai ini bersifat umum walaupun setiap masyarakat memiliki pedoman 
nilai yang berbeda. Namun dalam penerapannya bisa saja terjadi perbedaan karena 
ada pengaruh budaya di dalamnya. Definisi moral secara terminologis adalah studi 
sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain 
sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya 
(Wikipedia, 2017). Disini nilai moral dapat dimaknai sebagai dasar etika seseorang. 
Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan 
“benar dan tidak” atas sesuatu hal. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila 
melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral 





dipertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap 
orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. 
Masyarakat Bulukumba berharap dengan adanya semboyan ini, mereka dapat 
melanjutkan kebiasaan leluhurnya yang memiliki tekad yang kuat dan tanggung 
jawab bersama dalam menghadapi segala kondisi, baik suka maupun duka untuk bisa 
saling mendukung dalam memicu semangat bersatu generasi lanjut. Masyarakat 
Bulukumba untuk mengembangkan amanah persatuan didalam mewujudkan 
kesalamatan bersama demi tercapainya tujuan pembangunan lahir bathin, material 
spiritual, dunia akhirat dikembangkan melalui prinsip Mali’ Siparappe Tallang 
Sipahua. Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan 
dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespons dan menjawab arus 

















F. Rerangka Pikir 
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 METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
dapat diartikan sebagai metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 
(Sugiyono, 2013:24). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:228)  adalah 
proses eksplorasi dan penggambaran masalah sosial atau masalah kemanusiaan. 
Namun, kualitatif lebih dalam dapat dikatakan sebagai sebuah proses memahami 
makna perilaku dari individu maupun kelompok. Pada aspek kelimuan akuntansi 
terdapat tiga paradigma dalam penelitian kualitatif diantaranya, yaitu interpretif , 
kritis, dan posmo (Paranoan, 2015:13).  Menurut Nurhayati (2015:176) paradigma 
kualitatif yang masih eksis ada empat diantaranya yaitu Paradigma interpretivis, 
kritis, postmodernis dan spiritualis. Metode interpretif pun ada beberapa cakupan 
antara lain penelitian grounded, fenomenologis, inkuiri heuristik dan penelitian 
etnografi (Nugroho, 2011). Sedangkan menurut Nurhayati (2015:183) metode 
interpretif terbagi atas fenomenologi, etnografi, etnometodologi dan narasi. Interpretif 
etnografi menjadi pilihan peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini. Etnografi 
juga merupakan pendekatan yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya etnografi 
realis, studi kasus, dan etnografi kritis. 
Lokasi penelitian dilakukan di desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba. Daerah ini merupakan area yang mudah dijangkau oleh 
peniliti sehingga dapat membantu kelancaran penelitian etnografi yang mebutuhkan 







yang kemudian digunakan dalam penelitian yaitu Tallang  Sipahua  merupakan 
dialek konjo bahasa asli masyarakat di daerah tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah etnografi kritis, yaitu etnografi 
konvensional sebagaimana penjelasan di atas dan dilanjutkan analisis terhadap makna 
yang mendasari dalam budaya tersebut dengan perspektif feminis sebagai alat 
analisisnya menggunakan gender (Sumadi, 2017:4). Para teoritisi kritis menerapkan 
perspektif etnografi kritis untuk menghasilkan  etnografi yang lebih menonjolkan sisi 
manusiawi. Etnografi kritis dalam penelitian ini digunakan untuk menggali ada atau 
tidak adanya kecenderungan fraud di lokasi penelitian untuk kemudian diberikan 
pencerahan. 
C. Objek Penelitian 
Dalam Penelitian ini istilah yang digunakan untuk objek penelitian adalah 
informan. Peneliti menentukan informan dengan melihat kriteria yang sesuai dengan 
topik yang diangkat. Adapun kriteria yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan 
yang memadai mengenai penelitian yang akan dilakukan, terlibat langsung dalam 
instansi yang diteliti dalam hal ini sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa, 
memiliki cukup waktu untuk menjadi informan etnografi (Syahrina et al., 2017:76). 
Selain itu, hal yang sangat diutamakan peneliti adalah kemudahan dalam menjangkau 
lokasi penelitian. Mengingat bahwa penelitian etnografi dilakukan dalam rentan 
waktu yang agak lama, maka informan yang dipilih adalah yang berada diwilayah 
terdekat tetapi mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.  
Peneliti memilih informan dari sebuah desa yang berada di wilayah 
Bulukumba sebagai penganut semboyan Tallang Sipahua. Di kecamatan Rilau Ale 






dengan dialek konjo yaitu Desa Bontoharu. Penentuan informan juga dilakukan 
dengan melakukan social setting. Menentukan social setting  merupakan hal yang 
dapat membantu peneliti mengarahkan di mana sebaiknya peneliti menggali 











     
Sumber : Peneliti, 2018 
Berdasarkan social setting di atas menunjukkan bahwa ketiganya memiliki 
bagian penting yang dibutuhkan peneliti, maka peneliti mengindentifikasikan 
informan sebagai berikut: 
1. Informan Kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 
diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam 

















2. Informan Utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang 
diteliti. Informan utama adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD) yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan. 
3. Informan tambahan, yang dianggap mampu memberikan informasi yang 
dibutuhkan peneliti adalah Masyarakat atau Tokoh Masyarakat yang mengerti 
tentang Falsafah "Tallang Sipahua" serta mengetahui kondisi perkembangan yang 
terjadi di dalam Desa. Untuk mengetahui apakah ada ketimpangan antara 
informasi yang diterima dari pihak pengelola keuangan dengan masyarakat. 
D. Jenis dan Sumber Data 
            Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sumber Primer 
Yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara 
khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini tidak 
tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 
teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 
informasi ataupun data. 
2. Sumber Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 
dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 
instansi. 
E. Metode Pengumpulan Data 
             Etnografer mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan 
pengamatan secara langsung terhadap informan utama. Menurut Sugiyono (2015) 





melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut 
Kamayanti (2016:108) proses ini adalah proses observasi partisipasi yang dibedakan 
menjadi ordinary participant dan participant observer. Sebagai  participant observer, 
keterlibatan etnografer secara aktif sangat membantu observasi yang dilakukan. Pada 
saat Bendahara Desa merapikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, etnografer 
tidak hanya diam dan menyimak gerakan-gerakan yang diciptakan oleh Bendahara 
tetapi turut membantu memeriksa kelengkapan berkas. 
Tahap selanjutnya, poin penting  pekerjaan etnografi tidak lain adalah 
membuat catatan etnografi (Kamayanti, 2016:110). Setelah melakukan observasi 
maka perlu bagi seorang etnografer  untuk membuat catatan mengenai kegiatan-
kegiatan yang ditemukan pada saat observasi.  Catatan ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa asli informan (dialek konjo), sesuai dengan hasil 
dokumentasi/rekaman  yang telah dikumpulkan. Dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Hasil dokumentasi bisa berbentuk lisan, tulisan, 
gambar, laporan keuangan dan lain-lain. 
Setelah membuat catatan etnografi selanjutnya membuat observasi deskriftif. 
Observasi ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelum  
melakukan wawancara. Namun, pertanyaan etnografer boleh dikembangkan pada saat 
melakukan wawancara guna menguak jawaban-jawaban yang dapat memberikan 
inspirasi untuk kelanjutan penelitian. Olehnya itu, sebagai etnografer hendaknya 
memiliki tingkat kepekaan di atas rata-rata. 
F. Instrumen Penelitian 
            Untuk menyelesaikan penelitian ini tentunya peneliti membutuhkan 





fenomena yang terjadi maupun sosial yang menjadi acuan. Sugiyono (2013) 
mengatakan instrumen merupakan alat untuk mengukur, mengobservasi, atau 
dokumentasi yang dapat menghasilkan data kuantitatif. Adapun instrumen dalam 
penelitian ini adalah peneliti sendiri, alat tulis untuk membuat catatan penelitian, 
perekam suara, kamera dan manuskrip sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data 
yang diperlukan peneliti. 
G. Teknik Analisis Data 
            Dalam penelitian etnografi, analisis data dilakukan secara simultan dengan 
pengumpulan data, karena salah satu tujuan analisis data adalah untuk menemukan 
dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang jawabannya dicari dalam 
rekaman data yang sudah ada atau dalam pengumpulan data berikutnya. Seiring 
dengan diperolehnya jawaban atas pertanyaan tersebut maka pengembangan 
deskripsi, analisis tema-tema, dan penginterpretasian makna informasi juga telah 
berlangsung. Dilihat dari tahapannya, data dianalisis melalui empat bentuk yaitu 
analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema 
kultural.  
Analisis domain digunakan uituk memeroleh gambaran umum atau pengertian 
menyeluruh tentang objek penelitan atau situasi sosial. Hasil yang diharapkan adalah 
pengertian di tingkat permukaan mengenai domain atau kategori-kategori konseptual 
tertentu. Tahapan analisis domain pertama-tama etnografer membaca catatan 
etnografernya satu persatu kemudian mengidentifikasi hubungan semantik antar 
istilah budaya yang diperoleh. 
Analisis taksonomi digunakan untuk menjabarkan domain-domain yang 
dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini dilakukan 





umum, organisasi istilah akan semakin terarah. Selanjutnya melakukan analisis 
komponensial yaitu suatu usaha untuk mencari atribut atau pemahaman-pemahaman 
yang dapat disebut dengan "unit" atau "komponen".  Pada tahap ini, digunakan para 
tokoh dalam penelitian untuk memaknai kategori budaya mereka. Langkah 
selanjutnya adalah mengkonfirmasi akhir tentang hubungan antar domain serta sub 
kategori dalam domain. Adapun langkah terakhir etnografer menggeneralisasikan 
budaya yang diinvestigasi (Kamayanti, 2016:116). 
Gambar 3.2  











Sumber: Modifikasi Buku Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi (Kamayanti, 
2016:116). 
H. Pengujian Keabsahan Data 
 Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data 
hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam 


















Adapun uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 
antara lain dilakukan dengan: 
1. Perpanjangan pengamatan 
Dengan perpanjangan pengamatan bearti peneliti kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 
maupun yang baru. Tujuannya adalah untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data 
yang telah diperoleh. Bila setelah dicek kembali data sudah benar dan tidak berubah 
berarti tidak berubah, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 
2. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan 
peneliti dapat deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati 
untuk meningkatkan kredibilitas data. 
3. Triangulasi, merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah 
informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap 
data yang telah ada. 
a. Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara 
dengan informan, peneliti juga bisa menggunakan sumber data pendukung 
lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan 
atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 





Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 
memperoleh kebenaran handal. 
b. Triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti 
atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat 
meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali 
pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah 
diperoleh. 
c. Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 
metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama, 
peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya. Tentu masing-masing 
cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang 
diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 













HASIL DAN PEMBAHASAN 









     
Sumber : Peneliti, 2018 
Kepala desa sebagai pengelola keuangan desa yang menetapkan kebijakan 
tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang 
bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas 
kegiatan yang ditetapkan  dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBDesa. Sedangkan PTPKD yang terdiri dari Sekretaris 
desa, Kaur Keuangan dan Kepala Seksi.  
Sekretaris desa sebagai pelaksana teknis pengelola keuangan desa bertugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 
Kepala Desa 
PTPKD Masyarakat 














telah ditetapkan APBDesa. Sedangkan Kaur keuangan bertugas untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan 
desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.  
Adapun kepala seksi bertugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya, melakukan tindakan pengeluaran pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan 
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 
Sedangkan masyarakat lebih berperan dalam melakukan penilaian serta memberikan 
kritik maupun saran mengenai pengelolaan keuangan. Masyarakat juga dapat menjadi 
pengamat perkembangan desa, sehingga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi 
yang membantu pengelola keuangan. 
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Potret Desa Bontoharu 
Desa Bontoharu terdiri dari empat dusun dengan jumlah penduduk pada tahun 
2017 adalah 3.442 jiwa yang bersumber dari 969 KK (Kepala Keluarga). Jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.537 jiwa sedangkan perempuan 
sebanyak 1.906 jiwa. Potensi sumber daya manusia cukup baik jika dilihat dari 
jumlah penduduknya yang banyak. Sedangkan potensi lainnya dapat dilihat dari 










Sektor Mata Pencaharian Desa Bontoharu 
Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan 
Petani 525 orang 147 orang 
Buruh Tani 120 orang 100 orang 
Pegawai Negeri Sipil 14 orang 13 orang 
Peternak 172 orang 0 orang 
Ahli Pengobatan Alternatif 103 orang 54 orang 
TNI 11 orang 0 orang 
Tukang Kayu 27 orang 0 orang 
Tukang Batu 55 orang 0 orang 
Dukun Tradisional 1 orang 1 orang 
Karyawan Perusahaan Pemerintah 1 orang 0 orang 
Wiraswasta 0 orang 45 orang 
Tidak Mempunyai Pekerjaan 
Tetap 
30 orang 176 orang 
Belum Bekerja 10 orang 62 orang 
Pelajar 400 orang 442 orang 
Ibu Rumah Tangga 0 orang 812 orang 
Purnawiraan/Pensiunan 10 orang 2 orang 
Perangkat Desa 8 orang 2 orang 





Tukang Jahit 0 orang 3 orang 
Tukang Sumur 1 orang 0 orang 
Karyawan Honorer 27 orang 45 orang 
Tukang Las 2 orang 0 orang 
Tukang Listrik 1 orang 0 orang 
Pemuka Agama 4 orang 1 orang 
Jumlah Total Penduduk 3.442 orang  
 Sumber: Desa Bontoharu, 2018 
Jika dilihat dari tabel diatas, sektor mata pencaharian paling banyak ditekuni 
adalah petani. Petani yang bergerak di bidang persawahan lebih sedikit dibandingkan 
perkebunan. Di desa Bontoharu wilayah tanah persawahan hanya 756,00Ha 
sedangkan untuk tanah perkebunan seluas 4.619,16Ha. Banyaknya tenaga kerja di 
bidang pertanian tidak berarti desa Bontoharu bukan desa yang berkembang. 
Masyarakatnya juga sangat mengikuti perkembangan zaman bahkan dalam segi 
mengelola pertanian. Masyarakat di desa Bontoharu cukup berpendidikan karena 
didukung dengan fasilitas pendidikan mulai dari sekolah TK hingga SLTA yang 











Gambar  4.1 
Peta Desa Bontoharu 
 
 Sumber: Desa Bontoharu, 2018 
Gambar 4.2 
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2. Awal Sang Etnografer menelusuri Makna Tallang Sipahua 
2 April 2018 adalah hari yang bersejarah bagi etnografer karena untuk 
pertama kalinya menginjakkan kaki di lokasi penelitian sebagai seorang etnografer. 
Sebelumnya pernah, bisa dikatakan cukup sering datang ke lokasi yang dimaksud 
(kantor desa Bontoharu) tetapi hanya berstatus sebagai tamu. Tentu menjadi seorang 
etnografer akan memberikan kesan yang berbeda di tempat ini. Menjadi seorang 
etnografer di kantor desa Bontoharu akan memberikan pengalaman baru, dengan 
berbaur bersama para aparat yang senantiasa beraktivitas di Kantor. Pikiran-pikiran 
ini menghantar debar-debar cemas dalam perasaan etnografer. 
Dengan ucapan “Bismillahir Rahmani Rahim” etnografer memasuki lokasi 
penelitian, sembari melihat-lihat ruangan yang akan dituju. Ruangan itu adalah 
ruangan Sekretaris Desa, terlihat dari balik jendela berbahan kaca yang transparan 
beberapa orang sedang duduk mengerjakan tugas-tugas mereka. Salah seorang 
diantaranya menoleh sembari melemparkan senyum yang berseri-seri kepada 
KETUA BPD 













etnografer, tatapannya cukup menarik untuk disimpan sebagai hadiah di hari pertama. 
Kelihatannya mereka sudah menunggu kedatangan etnografer dengan beberapa 
keping pertanyaan yang hendak disuguhkan. Sebab pada saat membawa surat izin 
penelitian beberapa hari sebelumnya etnografer hanya sempat bertemu dengan 
Sekretaris Desa dan berjanji untuk datang hari ini . Syukur “alhamdulillah” 
senyuman dari balik jendela itu merupakan sambutan hangat yang memberikan 
kepercayaan diri terhadap etnografer untuk lekas memasuki ruangan tersebut. 
“Assalamualaikum” sebagai umat Islam kalimat ini adalah kalimat terindah 
yang etnografer rasa paling pantas untuk memulai pertemuan. Serentak tiga 
perempuan berbalut seragam yang rapi dengan warna kerudung yang sama menjawab 
“Waalaikumsalam” dan satu orang yang paling tampan diantara mereka melanjutkan 
kalimat salamnya “Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh” dengan 
humorisnya bapak yang tampan itu berkata “kamu dapat bonus dari saya, kalimat 
Warahmatullahi Wabarakatuh” etnografer dan ketiga perempuan lainnya tentu saja 
merespon candaan itu dengan tawa. Etnografer dipersilahkan masuk di ruangan yang 
berukuran 4x4 di dalamnya terdapat empat meja dan dua buah lemari yang digunakan 
untuk menyimpan berkas-berkas administrasi desa, bisa dibayangkan bagaimana 
pengapnya ruangan itu andai saja tidak dikelilingi jendela disetiap sisinya.  
Etnografer kemudian duduk di sebuah kursi yang tidak jauh dari pintu tempat 
memberi salam tadi. Salah seorang perempuan tadi sibuk mengoperasikan komputer 
dan seorang lainnya mengotak-atik laptop tetapi tidak lupa memberikan sambutan 
yang hangat kepada etnografer. Dua orang yang tersisa menyuguhi etnografer 
beberapa percakapan sehingga dengan sendirinya, perlahan mereka mengenal 
etnografer. Dari keempat orang yang ada di ruangan itu, yang memegang jabatan 





seorang yang menjadi incaran etnografer sebab Sekretaris Desa termasuk dalam 
pengelola Keuangan Desa.  
Hari itu ethnografer belum bertemu langsung dengan bapak Kepala Desa dan 
Bendahara Desa dengan alasan mereka sedang ada urusan di luar kantor. Keesokan 
harinya ethnografer datang dan bertemu dengan Kepala Desa begitupun dengan Kaur 
Keuangan Desa yang keduanya juga merupakan orang-orang yang berperan penting 
membantu etnografer dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Proses penelitian pun 
berlanjut hingga tiga bulan lamanya, dan etnografer ditugaskan untuk mendampingi 
dan lebih berperan dalam membantu Kaur Keuangan Desa. 
3. Mencari Domain, Taksonomi, Komponen dan Tema Budaya dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa Bontoharu 
Setelah beberapa hari, pekan bahkan bulan yang telah dilalui etnografer di 
lokasi penelitian tentu telah cukup pengalaman yang didapatkan dalam berpartisipasi 
dalam berbagai rangkaian kegiatan. Apa yang telah didengar dan dilihat etnografer 
dianggap cukup sebagai rangkuman untuk menarik kesimpulan mengenai budaya 
yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa Bontoharu. Etnografer mencari dan 
merumuskan hasil dari pembahasan tersebut untuk menentukan tema-tema yang 
berkaitan dengan pencegahan fraud di desa. 
Langkah awal yang dilakukan etnografer adalah melakukan pengamatan atau 
observasi dengan berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Selain itu, 
wawancara dengan beberapa informan juga senantiasa dilakukan untuk memudahkan 
dalam menentukan tema-tema budaya. Berdasarka observasi dan wawancara yang 
dilakukan kemudian dilakukan beberapa analisis diantaranya, analisis domain, 
analisis taksonomi dan analisis komponen. Setelah melalui ketiga tahap analisis 





a. Tahapan Analisis Domain 
Analisis domain yang dipaparkan di bawah ini merupakan analisis yang 
dilakukan selama proses penulisan. Sembari melakukan penelitian dengan 
berpartisipasi langsung dalam berbagai rangkaian kegiatan, proses analisis domain 
juga berlangsung secara natural. Hal ini dilakukan untuk mencari beberapa kalimat 
yang seringkali muncul dan berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah 
penelitian.  Berikut adalah tabel analisis domain yang dilakukan dalam proses 
penelitian: 
Tabel  4.2 
 Analisis Domain 











































Alokasi Dana Desa (ADD) 
Dana Desa (DD) 
Hasil Usaha Desa 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Belanja desa 
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 
Bidang pembangunan desa 
Bidang pemberdayaan masyarakat 
Bidang tak terduga 




 -Kepala Desa 
 -Sekretaris Desa 
 -Kaur Keuangan 











-Alokasi Dana Desa (ADD) 
-Dana Desa (DD) 
-Hasil Usaha Desa 
-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Belanja desa 
-Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 
-Bidang pembangunan desa 
-Bidang pemberdayaan masyarakat 
-Bidang tak terduga 




















































Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 









Semboyan Tallang Sipahua 
Pakkamaseang (Rasa Empati) 
Asse’re se’re (Solidaritas)  
Appada-pada (Kebersamaan) 





Pemakaian pribadi aset desa 













-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 









Semboyan Tallang Sipahua 
-Pakkamaseang (Rasa Empati) 
-Asse’re se’re (Solidaritas)  
-Appada-pada (Kebersamaan) 
-Situlung-tulung (Tolong menolong) 




-Pemakaian pribadi aset desa 
-Memakai kas desa secara tidak sah 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
Jika dilihat dari tabel analisis di atas terdapat 60 kata yang sering muncul 
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Desa Bontoharu.  
Setelah beberapa domain tersebut ditentukan, etnografer kemudian menetukan 





untuk mengelompokkan dalam 12 hubungan semantik yang ditemukan di antaranya 
sebagai berikut: 
1) Pengelola keuangan 
2) Partisipan 
3) Pengguna informasi keuangan 
4) Pendapatan desa 
5) Belanja desa 
6) Siklus pengelolaan keuangan desa 
7) Output perencanaan 
8) Laporan keuangan desa 
9) Pengelolaan yang baik (Akuntabel) 
10) Interaksi  
11) Semboyan Tallang Sipahua 
12) Kecurangan 
Setelah tahap analisis domain selesai, etnografer melanjutkan dengan analisis 
berikutnya yaitu tahap analisis taksonomi. 
b. Tahapan Analisis Taksonomi 
Untuk tahap selanjutnya analisis taksonomi dimana penulis memilih domain-
domain di atas kemudian dilakukan pengelompokkan untuk melihat hubungan-
hubungan semantik dalam istilah-istilah yang terdapat pada domain-domain tersebut 
di atas. Untuk memperdalam data, penulis melakukan pertanyaan struktural, sehingga 
memperoleh data yang diinginkan, adapun daftar pertanyaan struktural terlampir. 









Hubungan Semantik Analisis Taksonomi 













Semboyan Tallang Sipahua Semboyan Tallang Sipahua 
-Pakkamaseang (Rasa Empati) 
-Asse’re se’re (Solidaritas)  
-Appada-pada (Kebersamaan) 
-Situlung-tulung (Tolong menolong) 




-Pemakaian pribadi aset desa 
-Memakai kas desa secara tidak sah 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan analisis di atas, terdapat 5 istilah pencakup diantaranya adalah 
interaksi pemerintah dan masyarakat, partisipan, pengelolaan yang baik (akuntabel), 
semboyan Tallang Sipahua dan kecurangan. Kelima istilah ini kemudian akan 
dilanjutkan pada tahap berikutnya. Adapun tahap yang dimaksud adalah analasis 
komponen. 
c. Tahapan Analisis Komponen 
Analisis komponen merupakan cara untuk menemukan komponen makna 





ditentukan etnografer dibagi menjadi tiga bagian yaitu aktor, pengelolaan dan budaya. 
Sesuai dengan tujuan penulisan bahwa etnografer ingin mengungkapkan makna 
budaya Tallang Sipahua dalam pengelolaan keuangan Desa. Maka etnografer 
menggabungkan dalam beberapa kategori. 
Pertama yaitu interaksi, jika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat 
maupun dengan sesama aparat menunjukkan penilaian positif maka akan memberikan 
dampak terhadap pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan akan  berjalan 
dengan baik apabila hubungan pengelola dengan masyarakat terjalin dengan baik. 
Oleh karena itu adanya pelayanan dan respon yang baik oleh pemerintah menjalin 
keakraban sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai di antara kedua belah 
pihak.  
Kedua, partisipan yang merupakan adalah orang-orang yang terlibat langsung 
dalam pengelolaan keuangan misalnya dari tahap perencanaan hingga tahap  yang 
lainnya. Pemerintah, BPD, dan masyarakat yang lainnya juga merupakan salah satu 
faktor penentu berhasilnya realisasi anggaran yang telah direncanakan. Untuk itu 
informan banyak mengungkapkan bahwa partisipan berperan penting dalam 
pengelolaan keuangan desa. 
Ketiga, pengelolaan yang baik dengan melihat bagaimana transparansi, 
keefektifan dan kesesuaian aturan yang dirangkum dalam satu istilah yaitu 
akuntabilitas. Tanpa adanya output dari tahap pelaporan sebagai bentuk transparansi 
maka informasi yang keuangan yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.  Tanpa  
laporan keuangan desa maka tahap pengelolaan dinyatakan tidak selesai untuk 
periode berjalan dan tidak akan ada proses pencairan untuk tahun selanjutnya. Hal 
tersebut selain diungkapkan oleh informan memang merupakan keharusan yang telah 





Keempat, mengenai semboyan Tallang Sipahua mengandung nilai spiritual 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa nilai spiritual yang 
terkandung di dalamnya di antaranya nilai moral dan nilai religiusitas. Adapun nilai-
nilai yang ditemukan dalam beberapa ungkapan  informan yaitu rasa empati, 
solidaritas, kebersamaan, tolong-menolong dan ramah. Beberapa nilai ini adalah nilai 
yang termasuk dalam nilai moral dan nilai religiusitas. 
Terakhir adalah kecurangan,  kecurangan yang dimaksud dalam penelitian ini 
yaitu perbuatan curang yang seringkali ditemukan dalam pemerintahan desa. 
Terutama mengenai kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun beberapa 
kecurangan yang biasa terjadi yaitu pemalsuan harga barang dengan meninggikan 
harga beli dari harga yang sebenarnya, pemakaian aset desa untuk kepentingan 
pribadi misalnya kendaraan, memakai kas desa secara tidak sah, bahkan kecurangan 
juga sering terjadi pada bagian pelayanan yaitu terjadinya pungutan liar. Tetapi 
menurut informan hal semacam ini tidak ditemukan dalam desa Bontoharu.  
Untuk itulah penulisan ini menggunakan pendekatan etnografi, penulis 
berusaha mencari makna-makna yang dalam suatu budaya dan selanjutnya 
dieksplorasi dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dapat mencegah 





Hubungan Semantik Istilah Pencakup Kategori 


















Pengelolaan yang baik 
(Akuntabel) 








Semboyan Tallang Sipahua Semboyan Tallang Sipahua 
-Pakkamaseang (Rasa Empati) 
-Asse’re se’re (Solidaritas)  
-Appada-pada (Kebersamaan) 
-Situlung-tulung (Tolong  menolong) 







-Pemakaian pribadi aset desa 





Sumber: Data diolah, 2018 
Setelah melihat kategori di atas, etnografer kemudian melanjutkan  ke tahap 
selanjutnya, yaitu membuat rangkaian kontras untuk menemukan tema-tema budaya 
dengan mencari domain yang memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya 
etnografer menemukan beberapa rangkaian kontras yaitu: 
1) Budaya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dinilai positif dengan adanya 
pelayanan dan respon yang baik, serta keakraban dan rasa saling mengharagi di 
antara kedua bela pihak. 
2) Pemerintah, masyarakat dan BPD ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan 
desa baik dalam perencanaan maupun realisasi.  
3) Pengelolaan keuangan yang baik, menurut beberapa informan  adalah tingginya 
transparansi, tepat sasaran dan stidak melanggar aturan.  Hal tersebut merupakn 






4) Semboyan Tallang Sipahua  terapilaksi dalam tindakan informan seperti 
Pakkamaseang (Rasa Empati), Asse’re se’re (Solidaritas), Appada-pada 
(Kebersamaan), Situlung-tulung (Tolong menolong) dan Sega’ (Ramah) sehingga 
menjadikan pribadi yang lebih baik. Hal tersebut merupakan budaya dalam desa 
Bontoharu yang menjadi pedoman hidup informan. 
5) Budaya ekonomi dalam pengelolaan keuangan desa tidak terdapat bentuk-bentuk 
kecurangan yang sering ditemukan di daerah lain. Misalnya pemalsuan harga, 
pemakaian pribadi aset desa, memakai kas desa secara tidak sah atau sembunyi-
sembunyi dan pungutan liar. Menurut informan dan berdasarkan beberapa 
pangamatan tidak ditemukan hal semacam ini. 
Berdasarkan hasil yang telah dimiliki maka etnografer dapat melangkah ke 
tahap berikutnya. Tahap menentukan tema-tema budaya yang merupakan akhir dari 
tahapan penulisan. 
d. Menentukan Tema-Tema Budaya 
Menentukan tema-tema budaya merupakan akhir dari tahap penulisan. Hal 
tersebut merupakan langkah bagi seorang etnografer untuk dapat menulis etnografi. 
Menurut kamayanti (2016:123) tahapan ini adalah tahap untuk mengeneralisasi atas 
budaya yang diinvestigasi. Tema-tema ini harus mewakili simbol-simbol yang ada 
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Analisis 
Domain 











































Semboyan Tallang Sipahua 
--Pakkamaseang (Rasa Empati) 

















-Pemakaian pribadi aset desa 











Sumber: Data diolah, 2018 
Menentukan tema adalah tahap terakhir pada tahapan analisis, setelah semua 
tahap selesai maka tahap berikutnya adalah menulis etnografi. Menulis suatu 
etnografi adalah membuat pembahasan-pembahasan yang menarik dan relevan 







C. Hasil Dan Pembahasan    
1. Menemukan Puing-Puing Penangkal Fraud dalam Budaya Pengelolaan 
Keuangan di Desa Bontoharu 
Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses 
interaksi antar-individu. Nilai-nilai ini diakui baik secara langsung maupun tidak, 
seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah 
nilai berlangsung di dalam alam bawah sadar individu. Oleh karena itu budaya dapat 
dikatakan sebagai nilai, kebiasaan atau kepercayaan yang akan terus berkembang. 
Serta akan menjadi pola tingkah laku yang tak bisa dilepaskan dari ciri khas 
kelompok masyarakat tertentu. 
Budaya organisasi merupakan  sumber terciptanya perilaku melalui 
penyebaran kepercayaan ataupun nilai-nilai yang senantiasa berkembang dan terus 
menjadi penuntun arah bagi anggotanya. Dengan demikian suatu instansi 
pemerintahan desa yang memiliki budaya organisasi yang baik dapat menjadikannya 
pedoman dalam menjalankan pemerintahan atau pengelolaan keuangan desa. 
Sehingga kemungkinan terjadinya fraud akan semakin rendah. Berlandaskan budaya 
organisasi yang baik pemerintahan desa dalam mengelola keuangannya dipercaya 
mampu meminimalisir kemungkinan fraud. Sedangkan  fraud dalam akuntansi 
biasanya terdeteksi pada pencatatan. Seperti yang kita ketahui akuntansi adalah seni 
mengenai pencatatan transaksi-transaksi keuangan.  
Akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan 
keuangan yang berguna bagi pimpinan suatu organisasi tidak terkecuali suatu 
instansi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi-informasi mengenai 
keuangan organisasi tersebut. Karakteristik akuntansi meliputi pengidentifikasian, 





sistem dengan input data/informasi dan output informasi keuangan. Proses akuntansi 
pada keuangan desa dimulai dari terjadinya transaksi yang disertai dengan bukti-bukti 
yang valid. Data dari bukti-bukti tersebut kemudian diolah menjadi informasi 
keuangan (Riyanti, et al., 2016:91). 
Praktek kecurangan merupakan satu dari berbagai macam permasalahan yang 
terjadi dalam lingkungan organisasi. Praktek kecurangan itu dapat terjadi bahkan 
pada organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik sekalipun. Pelaku 
kecurangan dapat datang dari segala tingkat manajemen atau masyarakat. Oleh karena 
itu mencegah terjadinya fraud  bukanlah hal yang mudah dan serta merta dapat 
terwujud sesuai dengan wacana.  
Salah satu cara yang diyakini dapat menjadi alat kontrol yang mampu 
mencegah fraud adalah prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip yang dimaksud 
diharapkan bagi setiap organisasi berjalan dengan semestinya sebab prinsip adalah 
roh dari sebuah organisasi apapun. Karena itu dapat memberi jaminan lebih baik 
terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi menjadi lebih efektif. Pada akhirnya 
organisasi itu mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, dan terjaga kesinambungan 
hidupnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu prinsip ini sama 
dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 
dan disiplin anggaran. Berikut adalah beberapa prinsip yang dimaksud: 
1. Partisipasi 
Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) memang 
tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur 
tetapi juga dalam kegiatan keagamaan. Setiap tahunnya di desa Bontoharu 





Dalam kegiatan ini semua masyarakat diberikan peluang untuk ikut serta baik 
menjadi pelaksana maupun menjadi peserta dalam lomba-lomba yang diadakan 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan oleh 
Kaur Keuangan berikut. 
“ya, dikasi semua kesempatan masyarakat yang mau, yang sesuai 
persyaratannya dipilihmi, misalnya jadi panitia, jadi juri, karena ada semuaji 
itu pasti kriterianya diliat bilang yang ini cocok disini atau tidak”. 
 
Pernyataan di atas hanya mencakup penjelasan mengenai pelaksana 
kegiatan. Sedangkan peserta yang mengikuti lomba keagamaan juga etnografer 
lihat dari semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan yang 
dewasa masing-masing pada porsinya. Kegiatan ini menyatukan masyarakat dari 
keempat dusun yang ada di desa Bontoharu. Masyarakat lain yang tidak ikut 
sebagai pelaksana dan peserta lomba keagamaan tetap datang berbondong-
bondong menghadiri kegiatan tersebut. 
Adapun peran masyarakat yang terwujud dalam pengeloaan keuangan 
desa Bontoharu seperti pada tahap perencanaan masyarakat berperan untuk 
melakukan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat secara umum yang ada 
disekitarnya. Pada tahap pelaksanaannya, masyarakat dapat membantu 
memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan 
pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDesa 
dan juga memberi masukan terkait perubahan APBDesa. Dalam penatausahaan 
masyarakat banyak berperan sebagai pemantau pelaksanaan belanja desa. 
Sedangkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat desa 
Bontoharu biasanya ada yang meminta informasi untuk dapat mencermati materi 

















Pengelolaan keuangan desa di Desa Bontoharu dilakukan secara 
transparan. Sehingga masyarakat desa bisa dengan mudah mengakses informasi 
keuangan desa yang telah diterima dan informasi realisasi pemanfaatan dana desa 
bagi kepentingan masyarakat setempat. Pertanggungjawaban dana anggaran juga 
sesuai dengan realisasi Output kegiatan, yaitu nilai pertanggungjawaban sama 
dengan hasil pekerjaann fisiknya dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak melebihi anggaran yang tersedia. 
3. Responsive (Daya Tanggap) 
Aspek sosial menjadi hal yang penting sehingga hubungan yang harmonis 
tercipta antara masyarakat dan pemerintah. Etnografer pun merasakan hal yang 
sama bahkan ketika pertemuan pertama di lokasi penelitian, para aparat 
memberikan pelayanan yang ramah dengan suguhan percakapan-percakapan yang 
tentunya sesuai harapan. Seperti pada saat pertemuan pertama dengan kepala 
desa, sambutan salam dan senyuman yang hangat juga diperoleh etnografer 
darinya. “Syukur Alhamdulillah” dalam benak etnografer mengucap banyak 
syukur karena untuk kesekian kalinya menemukan sisi keramahan di lokasi 
penelitian. “kenapaki [anda kenapa], ada yang bisa dibantu?”, tanyanya sembari 
merekahkan senyuman. “ini pak, saya yang kemarin mengantarkan surat izin 
penelitian, saya bermaksud untuk melakukan penelitian selama dua bulan di 
Kantor ini”, demikian penjelasan etnografer dengan sangat hati-hati. “oh.. iya, 
penelitiannya kan menggunakan pendekatan etnografi, berarti memang kamu 
harus berada di sini untuk sementara waktu”, jelasnya. Kepala Desa meminta 
etnografer untuk lebih lama berada di Kantor Desa Bontoharu, tetapi karena 





dapat dikabulkan. Jadi waktu yang disepakati adalah waktu yang tertera di dalam 
surat Izin Penelitian. 
Sebagai pemerintah, Kepala Desa Bontoharu cukup cerdas memahami 
permasalahan etnografer. Ini merupakan salah satu bentuk interaksi yang 
diciptakan melalui proses pelayanan yang baik dan tentu akan mendapat nilai 
tambah tersendiri bagi aparat. Tidak hanya itu, aparat yang lain juga menyambut 
etnografer dengan kesan-kesan yang membuat hati nyaman dan tenteram untuk 
terus melanjutkan proses penelitian. Keramahan yang tercipta dalam jumpa 
pertama memberikan motivasi yang kuat karena adanya asumsi bahwa orang di 
lokasi penelitian dapat membantu kelancaran penelitian karena rasa aman yang 
diberikan. Rasa yang diperoleh melalui pelayanan dan respon yang baik. Contoh 
kesan yang sama seperti pada saat perkenalan dengan Kepala Urusan Keuangan 
Desa Bontoharu. 
“kan lama-lamaji disini, janganmi merasa kaku anggap saja rumah sendiri, 
ruangan, meja dan alat-alat yang ada disini (didalam ruangan Kaur Keuangan) 
anggap milikmu, yang penting jagai juga do (dengan sedikit tertawa). Bilang 
saja kalau ada yang dibutuhkan”.  
 
Sambutan dan pelayanan para aparat cukup membuat nyaman etnografer. 
Seumpama pepatah pucuk dicinta ulam pun tiba, etnografer merasa harapannya 
tidak sia-sia. Apa yang dicari rupanya sudah tersuguhkan didepan mata. Hal ini 
menunjukkan nilai-nilai moral masih terlihat jelas dalam perilaku aparat. 
Peristiwa lain yang mendukung asumsi etnografer adalah ketika suatu hari 
etnografer bergabung bersama kumpulan ibu-ibu majelis ta‟lim di salah satu 
dusun. Mereka sedang mengadakan pertemuan  yang memang rutin dilaksanakan 





mereka, rupanya sedang membahas sesuatu mengenai kepala desa. Salah satu 
kalimat yang paling menarik perhatian etnografer “Ballo minto’ kitte Kepala 
Desata [memang Kepala Desa kita sangat baik]”. Tutur kalimat ini keluar begitu 
saja dengan nada pujian yang sangat ikhlas disambung dengan tanda setuju oleh 
ibu-ibu yang lain tanpa sedikitpun mengurangi senyuman mereka yang merekah 
ketika mengatakannya. 
Beberapa hari berlalu di lokasi penelitian, silih berganti masyarakat datang 
ke kantor desa untuk urusan yang berbeda-beda. Tidak jarang dalam sehari sekitar 
empat atau lima orang yang berbeda datang dengan tujuan yang berbeda pula. 
Kebanyakan yang datang adalah untuk megurus surat pengantar pembuatan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), sebagian lainnya ada yang mengurus surat pengantar 
pembuatan Akta Kelahiran, surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga, surat 
pengantar Nikah, dan masih banyak lagi ragam persuratan yang dapat diurus di 
kantor desa. Bahkan pernah sekali ada masyarakat yang datang karena keluhan 
mengenai masalah sengketa tanah. Dengan bijaknya pemerintah terutama kepala 
desa melayani masyarakat tersebut dan membantu menyelesaikan masalah yang 
dikeluhkan dengan jalan yang adil. Jika hal-hal seperti ini pemerintah dapat 
memberikan pelayanan yang baik maka tentu dapat memberikan jaminan bahwa 
urusan-urusan yang lain juga  direspon baik. 
Masyarakat yang datang membawa wajah berseri-seri maka akan keluar 
dari kantor desa dengan wajah yang lebih berseri Insya Allah, sebagai wujud 
syukur atas leganya perasaan ketika urusan sudah dibereskan. Bahkan yang 
datang dengan wajah lesu karena keluh yang ada di benaknya pun akan berubah 
menjadi wajah penuh kepuasan. Tujuan seperti inilah yang ingin dicapai para 





mungkin. Etnografer pun terbiasa dengan hal itu, sehingga ketika mendapat 
kesempatan untuk duduk di bagian pelayanan etnografer tidak lagi merasa 
canggung untuk berhadapan dengan masyarakat. Hampir semua urusan di bagian 
pelayanan sudah etnografer coba lakukan. Sebagai pelayan masyarakat tentu tidak 
cuma-cuma kita memberikan pelayanan yang baik tetapi kita pun mendapatkan  
rasa lega yang teramat sangat dengan melihat kepuasan masyarakat. Lebih lanjut 
mengenai respon, berikut pernyataan yang diutarakan kaur keuangan desa. 
“... sebagai pelayan masyarakat haruski pintar-pintar melihat kebutuhan 
masyarakat dan tentu dalam pengelolaan anggaran kita terbuka”. [percakapan 
dengan kaur keuangan desa] 
 
Menurut Kaur keuangan desa harus mendahulukan kebutuhan masyarakat. 
Pengelola membutuhkan kepekaan untuk dapat melihat dengan jeli dan memilah 
hal-hal yang perlu atau tidak perlu dilakukan. Misalnya jika ada keluhan dari 
masyarakat mengenai jalan yang rusak, maka pengelola keuangan memberikan 
respon yang baik dan memutuskan dengan sebijak mungkin apakah bisa 
mengabulkan permintaan demikian atau tidak tentunya dengan alasan yang logis. 
Demikian juga yang etnografer dengarkan dari ungkapan salah seorang BPD 
berikut: 
“ketika saya mengusulkan apa-apa yang didengarkan dari warga, saya 
mendapat respon yang baik dengan beberapa penjelasan yang menurut saya 
cukup logis untuk diterima”. (Pak Ahyan BPD Desa Bontoharu) 
 
Menurut salah seorang warga, Pak Ahyan selaku BPD adalah seorang 
guru dan telah menempuh pendidikan S2 dengan umur yang masih terhitung 
belia.  Maka dari itu, dilihat dari sisi pendidikan dan kesehariannya sebagai tokoh 





untuk mempertimbangkan apa yang dikatakannya. Beliau cukup dipercaya oleh 
masyarakat, berangkat dari pandangan itu penggalian informasi juga dilakukan 
kepadanya. Dengan nada percaya diri Pak Ahyan mengatakan bahwa daya 
tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat cukup berperan dalam 
pembangunan. 
4. Konsensus dan persamaan hak 
Menurut Ramli (2017:22) budaya dalam masyarakat cenderung 
mempercayai setiap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa hal ini 
akan mengurangi perhatian pada tingkat akuntabilitas. Untuk itu perlu sumbang 
suara dari masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana agar tidak sekedar 
menjadi pengamat tetapi mengambil bagian dalam pengelolaan Keuangan sebagai 
wujud dari persamaan hak. Penyusunan alokasi dana desa dilakukan dengan 
musyawarah pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan 
mengikutsertakan beberapa anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda 
maupun tokoh agama. Aspirasi anggota rapat dirampung dalam  RKP Desa, selain 
terciptanya demokrasi juga dapat memperkuat nilai kebersamaan. Tujuannya 
tidak lain adalah agar semua masyarakat dapat merasakan perkembangan, 
sehingga tidak ada wilayah yang masyarakatnya merasa tertinggal jauh. Semakin 
meningkatnya pengelolaan keuangan desa maka kinerja pemerintah juga akan 
optimal (Rulyanti, et al., 2017:326).  
Memang benar  bahwa setiap tahapan kegiatan pengelolaan Keuangan 
Desa harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa 
setempat. Karena akan memberikan manfaat yang besar misalnya, dapat 
menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah 





sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil 
pembangunan, serta memberikan keabsahan atas segala yang telah diputuskan. 
Sekretaris Desa pernah mengungkapkan mengenai keterlibatan 
masyarakat berikut:  
 “iya, masyarakat juga diundang untuk menghadiri rapat RKPD, tapi kadang 
juga ada yang tidak bisa hadir kalau bertepatan ada kegiatannya lain”. [hasil 
wawancara sekretaris desa]. 
 
     Pernyataan yang kemudian mendukungnya adalah sebagai berikut: 
 
“iya masyarakat juga diikutsertakan dalam rapat RKP Desa”. [hasil 
wawancara Pak Ahmad BPD desa Bontoharu] 
 
Pernyataan di atas adalah penggalan percakapan bersama BPD desa 
Bontoharu yang mengatakan bahwa benar masyarakat ikut dalam salah satu rapat 
yang biasa diadakan sebagai tahap pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut 
penuturan sekretaris desa mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan 
Keuangan Desa. 
“Selain aparat desa dan BPD, masyarakat juga dikasih ikut dalam 
musyawarah. Supaya kita bisa membahas anggaran yang diterima dan rencana 
pembangunan untuk disetujui bersama. Kalau Rancangan APBDesa sudah 
rampung baru diajukan ke kabupaten untuk di verifikasi”. [Penggalan hasil 
wawancara dengan sekretaris desa]. 
 
Untuk  persamaan hak antara pemerintah dan masyarakat sebagai sesama 
warga desa Bontoharu kelihatannya sudah tercapai dengan keikutsertaan 
masyarakat dalam kegiatan di pemerintahan. Pemerintah juga selalu berusaha 
memberikan hak dari setiap warga masyarakat Bontoharu tanpa memandang 
antara si miskin dan si kaya. Seperti adanya perhatian khusus pemerintah bagi 
masyarakat kurang mampu baik itu dalam pendidikan yang berkualitas dan baik 





suatu hari etnografer pernah bertemu dengan salah seorang masyarakat yang 
mengajukan protes karena  tidak mendapatkan bantuan beras.  Ia adalah 
perempuan paruh baya yang hidup sendiri karena statusnya yang sudah menjanda. 
Perempuan itu mengadukan nasibnya kepada seseorang dan didengar langsung 
oleh etnografer. Kejadian itu menjadi catatan penting dalam benak etnografer dan 
keesokan harinya disampaikan kepada orang-orang yang bertugas di kantor desa 
Bontoharu.  Merekapun tertawa sembari salah seorang di antaranya berkata 
“anre’ mintodo’ buru’nengna bojaanngi doi’, anre’ todo’ galungna mingka 
kuta’nang sai siampi’ balla’na do sikura hekto koko na [memang dia tidak 
mempunyai suami untuk mencarikannya nafkah, tidak pula memiliki sawah tetapi 
coba tanyakan pada tetangganya ada berapa hektar kebun/ladang yang dia 
miliki]”, katanya sambil mengangkat sekarung beras yang akan diantarkan ke 
rumah salah seorang warga yang tidak kuat lagi untuk datang mengambilnya 
sendiri di kantor desa. Orang itu kemudian mengajak etnografer untuk melihat 
langsung orang-orang seperti apa yang layak mendapatkan bantuan tersebut. 
Etnografer dibawa kesebuah rumah milik perempuan tua yang bisa dikatakan 
sebenarnya rumahnya hampir tidak layak lagi untuk dihuni. Sedangkan yang 
etnografer temui di hari sebelumnya memiliki rumah yang layak, seorang janda 
















Sumber : Desa Bontoharu, 2018 
Kembali etnografer diperlihatkan bahwa persamaan hak benar-benar 
diperhatikan di desa Bontoharu. Selain itu apa yang akan dilakukan sebenarnya 
bukan keputusan sepihak. Melainkan hasil kesepakatan bersama yang sudah 







Tuntutan pencapaian akuntabilitas juga menekankan tanggung jawab 
secara horizontal dalam hal ini terhadap masyarakat, jadi bukan hanya tanggung 
jawab secara vertikal yaitu antara bawahan terhadap atasan. Oleh karena itu, 
pengelolaan keuangan desa memang membutuhkan pertanggungjawaban yang 
besar. Menurut kepala desa Bontoharu ada dua jenis dana yang diperoleh di desa 
Bontoharu memiliki jumlah yang besar diantaranya adalah Alokasi Dana Desa 
(ADD) dan Bantuan Dana Desa (DD).  
“Di Desa ini, cuma duaji [hanya dua] anggaran besar yang diterima yaitu 
ADD dan BDD. Tapi jangan salah, anggaran yang diterima dari pemerintah 
butuh tanggungjawab besar untuk kelola itu dana. Tentu.. butuh keahlian 
juga [dengan wajah yang serius]”. [hasil perbincangan dengan kepala desa]. 
 
Kutipan ini diambil dari hasil bincang-bincang antara kepala desa, 
sekretaris desa, pendamping desa dan tentu etnografer bergabung dalam ruang 
perbincangan itu. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 
desa bukan hal yang bisa dianggap remeh. Sekretaris desa juga sempat 
menyambung percakapan kepala desa dengan singkat dan berkata “anre’ na 
gampang”. Kalimat anre’ na gampang adalah salah satu pengakuan dengan 
dialek konjo yang menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa memang 
sulit. Kata anre’ berarti tidak, sedangkan kata na dalam kalimat ini merupakan 
kata tunjuk yang mewakili subjek yang dibicarakan [kata na kembali pada 
pengelolaan Keuangan Desa]. Adapun kata gampang berarti mudah, sehingga jika 
kalimat ini diartikan maka yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan desa 
tidak mudah. Kalimat ini merupakan penekanan bahwa akuntabilitas sulit untuk 





Proses akuntabilitas sudah berjalan baik dalam hal pengeloaan keuangan, 
informasi yang dilaporkan ke kabupaten relevan dengan informasi yang diterima 
masyarakat serta dapat dilihat realisasinya. Namun, waktu pelaporan tidak tepat 
waktu dengan alasan aplikasi Siskeudes yang digunakan untuk menginput laporan 
tidak dapat berfungsi dengan baik, sementara aparatur desa tidak cukup kompeten 
dalam mengelola aplikasi tersebut. Selain itu, akuntabilitas dalam  hal 
administratif desa, sesuai penelitian bahwa pemerintah belum akuntabel  dalam 
membuat Profil desa terlebih khusus tidak adanya data sensus penduduk yang 
baru dan masih menggunakan data di tahun sebelumnya. Namun, proses 
pembuatan dan pembaharuan data sementara berjalan pada saat etnografer ada di 
lokasi penelitian bahkan sempat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Etnografer 
menggunakan rasa empati atau Pakkamaseang dan menunjukkan bahwa tolong-
menolong atau Situlung-tulung sangat diperlukann agar dapat membantu 
meringankan pekerjaan sesama staff di Desa Bontoharu. Sehingga tercapailah 
akuntabilitas dalam waktu yang efisien. 
Melihat implementasi Good Governance di desa Bontoharu sudah banyak 
yang berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat, konsensus, persamaan hak dan 
daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat merupakan capaian yang 
cukup memuaskan. Namun, seharusnya semua hal tersebut menjadi pendorong 
tingkat akuntabilitas. Sedangkan pencapaian akuntabilitas di desa Bontoharu belum 
efektif dan tentunya transparansi juga perlu dilirik lebih jauh.  Sebagai contoh untuk 
penyusunan profil desa sebenarnya sudah dikeluarkan dana sebagai biaya yang 
digunakan dalam proses penyusunan. Namun, yang terjadi sepertinya tidak efisien 
dan efektif sebab penyusunan profil desa tidak dapat dilakukan dengan cepat 





keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
APBDes untuk anggaran di tahun sebelumnya belum selesai pada bulan April. Hal 
semacam ini akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat dan menurunkan 
tingkat kepercayaan. 
Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya secara 
umum tidak ada alasan bagi pihak pengelola keuangan untuk tidak menyelesaikan 
laporannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebab keterlambatan 
pelaporan juga mempengaruhi proses pencairan dana untuk tahun anggaran 
selanjutnya dan tentu saja akan menghambat pembangunan. Baik pembangunan 
dalam bentuk fisik maupun kepentingan kemasyarakatan. Aspek paling vital dalam 
penyusunan hingga pelaksanaan suatu program pemrintah memang dapat dilihat dari 
tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Tidak adanya kedua hal tersebut akan 
menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seharusnya 
tercapainya beberapa prinsip lain dapat menunjang tingkat akuntabilitas. Namun, 
rupanya yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran pemerintah selaku pengelola 
keuangan. 
2. Merujuk Falsafah Tallang Sipahua Mencegah Fraud 
Pengelolaan keuangan desa memang tak bisa dianggap permainan karena 
terkait pada konsekuensi hukum. Tidak dapat dipungkiri zaman sekarang uang telah 
menjadi penguasa dunia tanpa perekrutan secara resmi dan tidak melalui pemilihan 
umum seperti sistem demokrasi yang diterapkan di Negara kita Indonesia. Uang 
hanya mengikuti alur perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih dan 
kemudian membuat segala sesuatu tak dapat berjalan tanpanya. Untuk itu demi  
menghindari godaan uang yang semakin membludak di kalangan manusia, 





yang baik. Publik mempunyai hak untuk mengetahuinya, secara jelas, akurat dan 
relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena tujuan akhirnya adalah untuk 
kesejahteraan bersama. 
 Pengelola keuangan desa memerlukan rambu-rambu, patokan, norma, yang 
diturunkan dari nilai-nilai moral yang menjadi acuan bagi seseorang dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Patokan yang dimaksud bukan hukum, 
tetapi setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai moral akan berakibat 
melanggar hukum, baik hukum Negara maupun hukum dalam agama. Nilai moral 
muncul dalam semua sisi kehidupan kita. Dalam perilaku bermasyarakat misalnya, 
kita sejak dini diajari untuk menghormati kepada orang yang lebih tua, sopan santun 
dalam berbicara, dan seterusnya. Tanggungjawab mengelola keuangan desa 
berhubungan erat dan menentukan  nasib rakyat desa. Melakukan penyimpangan 
dalam hal ini kecurangan (fraud) akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di 
samping itu melanggar hukum tentunya akan memberikan kerugian terhadap pelaku 
karena harus berhadapan dengan hukum. Apakah desa-desa kita akan menjadi desa 
yang maju dan rakyatnya sejahtera dimasa mendatang, ditentukan sejauh mana etika 
pengelolaan keuangan dipegang teguh para pengelola keuangan desa (Sumarna, 
2015:5). 
Nilai religius dan nilai moral adalah perwujudan yang dapat ditemukan dalam 
falsafah Tallang Sipahua berdasarkan pada makna falsafah ini yang mengutamakan 
keselamatan bersama. Hal ini juga di anjurkan dalam beberapa agama termasuk 
agama Islam. Adapun anjuran Islam tersebut dijelaskan pada Surah Al-Maidah :2 
sebagai berikut: 
                            





Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.” (QS. Al-Maidah :2). 
 
Ayat ini menganjurkan untuk kita saling menolong dalam melakukan hal-hal 
yang dianggap benar oleh agama bukan hal yang sebaliknya. Kata tolong-menolong 
menunjukkan perlunya tingkat solidaritas yang tinggi diantara setiap manusia. Tujuan 
yang ingin dicapai tidak lain adalah agar kita dapat selamat bersama.  
Secara etimologi Tallang Sipahua diartikan saling menolong apabila 
tenggelam. Makna dari filosofi ini adalah bahu membahu dalam menegakkan 
kebenaran dan juga dapat dinilai apabila salah satu merasakan sakit maka yang lain 
ikut menanggung bebannya. Kata tenggelam dalam kehidupan sehari-hari dapat 
menjadi perumpamaan atau sebagai suatu kata yang dimaknai atas terjadinya sesuatu 
yang buruk. Sehingga Tallang dari kalimat ini kemudian diposisikan sebagai kata 
yang mewakili kata fraud. Terjadinya fraud sebenarnya akan memberikan rasa sakit 
kepada banyak pihak, bukan saja negara tetapi juga masyarakat. Adapun beberapa 
kata yang sering muncul pada saat penelitian sebagai wujud dari nilai tersebut adalah 
Pakkamaseang (Rasa Empati), Asse’re se’re (Solidaritas), Appada-pada 
(Kebersamaan), Situlung-tulung (Tolong menolong) dan Sega’ (Ramah). Dimana 
keempat kata ini memiliki arti perkata yang hampir sama, yang kesemuanya merujuk 
kepada pengertian falsafah Tallang Sipahua. 
Jika dilihat dari makna falsafah Tallang Sipahua, nilai-nilai ini sebenarnya 
mampu menjadi acuan bagi para pemerintah agar tidak melakukan fraud. Nilai moral 
dan religiusitas yang terdapat di dalamnya berfungsi sebagai tolak ukur untuk 
membedakan baik atau buruknya perbuatan manusia. Sebagai pemerintah yang 





kepekaan yang tinggi sebagai wujud rasa empati yang mencerminkan nilai Tallang 
Sipahua. Sehingga tumbuhnya rasa empati ataupun solidaritas terhadap masyarakat 
akan menjadi pengingat bagi mereka agar tidak melakukan kesalahan. Rasa sakit 
yang akan menjadi penderitaan masyarakat di desa adalah rasa sakit yang seharusnya 
ditanggung bersama tidak memandang adanya jurang pemisah dengan pemerintah. 
Pemerintah yang menanamkan nilai-nilai tersebut tentunya memikirkan nasib 
masyarakatnya. Ini akan menjadi sebuah jaminan bahwa fraud tidak akan dilakukan 
sebab timbulnya kerugian tetap menjadi tanggungjawab bersama. 
Nilai-nilai Tallang Sipahua erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Good 
Governance. Prinsip partisipasi sudah membudaya di desa Bontoharu dan hal ini 
sangat mencerminkan  nilai Asse’re-se’re  (solidaritas) yang merupakan bagian dari 
Tallang Sipahua. Demikian halnya dengan Responsive (Daya Tanggap) yang 
berkaitan erat dengan nilai Sega’  yang berarti ramah. Sedangkan nilai Appada-pada 
(Kebersamaan) dapat ditemukan dari terwujudnya konsensus dan persamaan hak. 
Prinsip Good Governance yang masih perlu diperbaiki adalah Akuntabilitas dan 
Transparansi. Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan antara sesama pegawai 
pemerintah di kantor desa. Sebab ketimpangan tugas masing-masing akan 
memberatkan satu sisi, yang mungkin mendapatkan tugas lebih berat menjadi 
kewalahan. Nilai pakkamaseang (rasa empati) dan situlung-tulung (tolong-menolong) 
seharusnya dapat menjadi acuan dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi agar 
tidak terhambat. Pakkamaseang dan situlung-tulung mendorong  individu untuk 
melihat sesamanya, sehingga apa yang kurang dapat diperbaiki bersama. Dalam dunia 
kerja sudah ditentukan tugas masing-masing dan semua menjadi tanggungjawab 
setiap individu. Namun sebagai manusia kita adalah makhluk sosial tentu saja 





sempurna oleh seseorang. Olehnya itu rasa empati atau yang disebutkan sebagai nilai 
Pakkamaseang  seharusnya menumbuhkan perasaan pada setiap individu untuk 
situlung-tulung dalam mewujudkan keberhasilan sebuah organisasi dalam hal ini 
terkhusus pada Kantor Desa Bontoharu. Tercapainya Good Governance diyakini 
dapat berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Sehingga fraud dalam 
berbagai macam bentuknya tidak lagi ditemukan.  
Bentuk fraud yang paling umum ditemukan di tingkat desa adalah Illegal 
Gratuities atau lebih dikenal dengan pungutan liar. Pungutan liar yang seringkali 
terjadi pada bagian pelayanan. Pengelola yang paling berperan dalam bagian ini 
adalah Sekretaris Desa atau akrab disapa pak Sekdes. Namun, pada proses penelitian 
etnografer selalu mendapat kesempatan untuk melayani masyarakat yang datang. 
Suatu hari setelah surat yang mereka urus diselesaikan dan diserahkan kepadanya 
untuk digunakan semestinya, ada pertanyaan yang terlontar  “berapa?” kata berapa 
yang mereka tanyakan adalah biaya pembuatan persuratan yang mereka urus. Entah 
dari mana awal budaya pertanyaan ini, sehingga sering muncul menjadi pertanyaan 
masyarakat pada saat mengurus sesuatu. Seolah-olah yang terjadi adalah sebuah 
transaksi jual beli, dimana mereka membeli selebaran kertas yang disodorkan ataukah 
mereka membayar jasa pembuatannya. Tetapi jawaban yang dikatakan oleh pak 
Sekdes dan didengar langsung oleh etnografer adalah “ngura narie’ pakunjo iyya? 
Anre’mo intu kamunjona ribanyara [mengapa ada hal yang seperti itu? Jaman 
sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran yang demikian].  Hampir setiap hari ada 
beberapa orang yang datang dan syukur alhamdulillah pungutan liar semacam itu, 
etnografer tidak temukan dalam keseharian di bidang pelayanan masyarakat. Pak 





dari masyarkat tolong katakan tidak ada pungutan biaya untuk pengurusan surat-surat 
di kantor desa. 
Menurut pak Sekdes memang budaya pemungutan biaya pengurusan surat 
menyurat di kantor desa Bontoharu memang pernah berlaku beberapa periode 
pemerintahan yang lalu. Berikut penuturannya: 
“pernah memangji juga begitu di sini, waktu jaman-jamannya belum digaji 
staff sebagai ucapan terima kasih bede‟ (sambil tertawa kecil). Tapi itu sudah 
lama sekalimi sekarang untuk apa na ada semuami gajinya orang. Sebenarnya 
itu yang begitu sangat dilarang”. [hasil wawancara sekretaris desa] 
Pengakuan pak Sekdes mampu menjawab pertanyaan di benak etnografer. 
Ternyata  kebiasaan buruk ini memang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi sudah 
sewajarnya, kata tanya “berapa?” seringkali muncul pada saat pelayanan. Kadang-
kadang pertanyaan ini juga di balas candaan oleh pak Sekdes agar mengurangi 
suasana hening di dalam ruangannya. 
Meskipun contoh kecurangan dalam bentuk pungutan liar ini di luar dari 
pengelolaan keuangan desa, namun ini adalah contoh perilaku buruk pengelola 
apabila seandainya benar-benar terjadi. Mungkin perilaku ini tidak terlihat sebagai 
perilaku curang yang besar tetapi akan memicu pada perilaku curang yang lebih 
besar. Individu yang kebiasaan curangnya sudah membudaya dan mengakar mulai 
dari hal kecil akan memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru. Dan tidak 
menutup kemungkinan bisa mengarah kepada pengelolaan keuangan desa. Namun 
yang terlihat dalam perilaku aparat di desa Bontoharu sudah bebas dari pungutan liar. 
Hal demikian juga terjadi karena adanya kesadaran dari pemerintah. 
Oleh karena itu, penting bagi pengelola keuangan kembali kepada 
semboyannya yaitu Tallang Sipahua. Sehingga kecurangan-kecurangan lain tidak 





pengadaan barang dan jasa dan penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi. 
Sebab falsafah tersebut diyakini sebagai semboyan kabupaten Bulukumba yang sudah 
seharusnya dipegang teguh setiap individu sebagai masyarakat asli daerah tersebut. 
Untuk mewujudkan bahwa  Tallang Sipahua bukanlah sebatas slogan tetapi memang 


























Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Melihat pencapaian prinsip-prinsip Good Governance sebagai prinsip yang 
dapat mencegah fraud sudah berjalan dengan baik. Beberapa prinsip seperti 
partisipasi, konsensus, persamaan hak, responsive sudah cukup memuaskan. 
Namun, lain halnya dengan transparansi yang masih perlu disorot lebih jauh 
meskipun dikatakan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka. 
Terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan desa menjadi salah satu bentuk 
perhatian karena secara otomatis mengurangi tingkat akuntabilitas. Meskipun 
dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh pengelola, hal ini tetap saja 
cenderung pada terjadinya fraud. Tentunya menghambat pembangunan baik 
secara fisik maupun pada pemberdayaan masyarakatnya yang akan  mengurangi 
tingkat kepercayaan masyarakat. 
2. Semboyan Tallang Sipahua adalah falsafah yang digunakan sebagai slogan 
daerah yang diyakini mampu membangun tata kelola pemerintahan di 
Bulukumba. Nilai Asse’re se’re (solidaritas) tercermin dalam prinsip partisipasi. 
Sedangkan nilai Sega’ (ramah) bersinergi dengan prinsip Responsive (daya 
tanggap). Demikian halnya dengan nilai Appada-pada (Kebersamaan) dapat 
ditemukan dari terwujudnya konsensus dan persamaan hak. Selain itu prinsip 
Akuntabilitas dan Transparansi masih perlu dimaksimalkan dengan 
meningkatkan nilai Pakkamaseang (rasa empati) dan situlung-tulung (tolong-






Tercapainya prinsip-prinsip Good Governance yang bersinergi dengan 
semboyan Tallang Sipahua dapat mencegah terjadinya Fraud. 
B. Saran 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis 
yang didalamnya terdapat banyak keterbatasan sebab minimnya pengetahuan penulis. 
Meskipun penelitian ini menggunakan paradigma kritis, namun dikarenakan 
kurangnya referensi yang valid mengenai falsafah yang diteliti sehingga penelitian ini 
hanya berdasarkan pemahaman dan temuan di lapangan melalui bantuan responden. 
Selain itu, wawasan penulis mengenai keuangan desa juga belum dapat dikatakan 
memadai, sehingga pembahasan penelitian hanya memberikan pemaknaan secara 
umum sesuai kemampuan penulis. Seperti pada nilai-nilai Tallang Sipahua yang 
dikaji dalam penelitian ini tentu masih banyak yang belum ditemukan penulis. 
Penelitian ini juga hanya berfokus pada satu desa tanpa perbandingan dengan desa 
lain. 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dibahas di atas, diharapkan 
kepada peneliti selanjutnya agar dapat melibatkan beberapa desa sebagai bahan 
perbandingan. Peneliti juga diharapkan agar berbekal wawasan dan pengetahuan yang 
lebih memadai mengenai pengelolaan keuangan desa dan Good Governance. Serta 
memperbanyak referensi mengenai budaya yang diteliti.  
Adapun saran demi perbaikan yang akan datang di lokasi penelitian, yaitu 
desa Bontoharu diharapkan untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
penggunaan anggaran agar kepercayaan pengguna laporan keuangan dapat diperoleh. 
Kantor desa Bontoharu perlu memberikan gambaran mengenai sejarah desa dan 
sebaiknya melampirkan visi dan misi pemerintahaan agar berjalan sesuai dengan visi 
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Catatan Lapangan: Jumpa Pertama dengan Sekretaris Desa 
Tempat : Ruangan Sekretaris Desa 
Hari/tanggal : Selasa, 3 April 2018 
Jam   : 09.20 
Selasa, 3 April 2018 adalah hari yang bersejarah bagi ethnografer karena 
untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di lokasi penelitian sebagai seorang 
ethnografer. Sebelumnya pernah, bisa dikatakan cukup sering datang ke lokasi yang 
dimaksud (kantor desa Bontoharu) tetapi hanya berstatus sebagai tamu. Tentu 
menjadi seorang ethnografer akan memberikan kesan yang berbeda di tempat ini. 
Menjadi seorang ethnografer di kantor Desa Bontoharu akan memberikan 
pengalaman baru, dengan berbaur bersama para aparat yang senantiasa beraktivitas di 
Kantor. Pikiran-pikiran ini menghantar debar-debar cemas dalam perasaan 
ethnografer. 
Dengan ucapan “Bismillahir Rahmani Rahim” etnografer memasuki lokasi 
penelitian, sembari melihat-lihat ruangan yang akan dituju. Ruangan itu adalah 
ruangan Sekretaris Desa, terlihat dari balik jendela berbahan kaca yang transparan 
beberapa orang sedang duduk mengerjakan tugas-tugas mereka. Salah seorang 
diantaranya menoleh sembari melemparkan senyum yang berseri-seri kepada 
ethnografer, sepertinya mereka sudah menunggu kedatangan ethnografer karena pada 
saat membawa surat izin penelitian hari sebelumnya ethnografer sudah berjanji untuk 
datang hari ini . Syukur “alhamdulillah” senyuman dari balik jendela itu merupakan 
sambutan hangat yang memberikan kepercayaan diri terhadap etnografer untuk lekas 
memasuki ruangan tersebut. 
Lampiran 1.1 
  
“Assalamualaikum” sebagai umat Islam kalimat ini adalah kalimat terindah 
yang ethnografer rasa paling pantas untuk memulai pertemuan. Serentak tiga 
perempuan berbalut seragam yang rapi dengan warna kerudung yang sama menjawab 
“Waalaikumsalam” dan satu orang yang paling tampan diantara mereka melanjutkan 
kalimat salamnya “Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh” dengan 
humorisnya bapak yang tampan itu berkata “dapatki (kamu dapat) bonus dari saya, 
kalimat Warahmatullahi Wabarakatuh” ethnografer dan ketiga perempuan lainnya 
tentu saja merespon candaan itu dengan tawa. Ethnografer dipersilahkan masuk di 
ruangan yang berukuran 4x4 di dalamnya terdapat empat meja dan dua buah lemari 
yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas administrasi desa.  Ethnografer 
kemudian duduk di sebuah kursi yang tidak jauh dari pintu tempat memberi salam 
tadi. Salah seorang perempuan tadi sibuk mengoperasikan komputer dan seorang 
lainnya mengotak-atik laptop tetapi tidak lupa memberikan sambutan yang hangat 
kepada ethnografer. Dua orang yang tersisa menyuguhi ethnografer beberapa 
percakapan sehingga dengan sendirinya, perlahan mereka mengenal ethnografer. Dari 
keempat orang yang ada di ruangan itu, yang memegang jabatan sebagai Sekretaris 
Desa adalah bapak yang paling tampan tadi. Beliau adalah salah seorang yang 
menjadi incaran etnografer sebab Sekretaris Desa termasuk dalam pengelola 
Keuangan Desa. Sedangkan tiga orang lainnya adalah Kaur Pemerintahan, Kaur 
Umum dan Kaur Kesra. Semua orang yang ada di ruangan itu sangat memberikan 
pelayanan yang baik. Perlahan-lahan mereka mengorek-ngorek asal kedatangan 
etnografer.  
Pak Sekdes : kuliah di UIN ki toh? 
Etnografer : iye pak, dari UIN Alauddin Makkassar (sembari 
melempar senyum-senyum kepolosan) 
  
Pak Sekdes : “Saya juga dulu di situja kuliah, IAIN namanya dulu 
bukan UIN, jurusan apalagi lagi jurusanmu?”, katanya 
dengan ramah. 
Etnografer : iye, akuntansi pak. Itumi disinika penelitian mauka 
tau bagaimana pengelolaan keuangan disini. 
Kemudian pembicaraan itu di potong oleh salah seorang ibu yang ada 
diruangan itu, ibu yang paling rapi, dengan pakaian modis diantara semuanya. 
Dengan semangatnya ibu Kaur Pemerintahan ini mengatakan. 
 
Kaur Pemerintahan: Oh iyaa tawwa, bagus itu dek jurusanmu saya 
anakku juga kukasi masuk jurusan akuntansi di SMK, 
nanti kalau kuliah juga mau kukasi masuk jurusan 
Akuntansi. 
Kaur Umum  : ihh.. bagusnya, dibutuhkan dimana-mana itu.. 
termasuk disini juga butuhki akuntan. 
Pak Sekdes : Orang siniji memang ini, anaknya sudirman gonrong 
(katanya dengan menyebut nama orang tua etnografer, 
yang rupanya mereka kenal sangat dekat, sampai 
memiliki panggilan akrab demikian). 
Etnografer : hehehe iye Alhamdulillah semoga selama proses 
penelitian juga bisaja bantu-bantuki semua. Selain 
carika juga bahan penelitianku Insya Allah adaji yang 
bisa kubantukanki. Jadi, janganki sungkan juga sama 
saya kalau seandainya ada perluta yang bisa 
kukerjakan. Kalau nabilang orang tamu adalah raja, 
janganki anggapka saya tamu. Selama proses 
penelitian saya sebagai partner kerja. 
Pak Sekdes : iya, biarki bertahun-tahun di sini nda apa-apaji, 
karena orang sini ji juga (katanya dengan nada-nada 
bercanda) 
Mereka terlalu semangat menyambut kedatangan etnografer rupanya, sampai-
sampai hampir tidak ada kesempatan bagi etnografer untuk bicara. Setelah beberapa 
perbincangan basa-basi ini berlangsung lama akhirnya, etnografer kembali 
menanyakan keberadaan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 
  
Etnografer : “dimana pale pak desa bu?”, tanya etnografer 
kepada ibu-ibu yang masih ada diruangan. 
 
Tetapi yang lekas menjawabnya adalah Pak Sekretaris Desa. 
 
Pak Sekdes : ke Bulukumba kota i, ada acara na hadiri itu. 
Etnografer       : Oh iye, jadi kapanki datang itu? 
Pak Sekdes   : Datangji itu besok, datang jaki besok toh? 
Etnografer   : iye Insya Allah, akan datang tiap harija pak. 
Setelah lama berbincang, menanyakan ini dan itu yang etnografer rasa kurang 
penting, hanya sebagai pelengkap jumpa pertama kami di Kantor Desa. Etnografer 
keluar dari ruangan melirik sebuah jam yang berbentuk lingkaran dengan warna 
hitam putih tertempel rapi di dinding bagian aula kantor. Waktu menunjukkan pukul 
12.30 etnografer memutuskan untuk pamit pulang cepat. Mereka pun 
memperbolehkan,“tidak apa-apa pulangmaki dulu dek, karena besokpi juga ada pak 
desa, kita juga ini mau istirahatji dulu karena mau shalat dhuhur”.  Hari itu 
etnografer belum bertemu langsung dengan bapak Kepala Desa Bontoharu begitu 
juga Bendahara Desa atau Kaur Keuangan dengan alasan mereka sedang ada urusan 
diluar kantor. Jadi etnografer memutuskan untuk pulang lebih awal. Demikian yang 








Catatan Lapangan: Pertemuan Perdana dengan Kepala Desa 
Tempat : Ruangan Kepala Desa 
Waktu  :  Rabu, 4 April 2018 
Jam  : 08.00 WITA 
Rabu, 4 April 2018 sekitar pukul 08.00 pagi Etnografer tiba di lokasi 
penelitian, dengan bantuan kendaraan roda dua. Berbeda dengan kendaraan yang 
digunakan etnografer, ada kendaraan lain yang terparkir di depan kantor Desa 
Bontoharu. Sebuah mobil yang tidak ditemukan oleh pandangan etnografer di hari 
sebelumnya. Mobil itu adalah milik bapak kepala Desa Bontoharu dan pemiliknya 
sedang berada di dalam ruangan yang berhadapan dengan ruangan Sekretaris Desa. 
Sebelum menuju ruangan itu, Etnografer memasuki ruangan Sekretaris Desa terlebih 
dahulu untuk menyapa beberapa orang yang sudah datang lebih dulu. Sekretaris Desa 
pun memberitahukan bahwa Kepala Desa sedang ada di ruangannya, pertanda bahwa 
beliau mengisyaratkan untuk segera menemui Kepala Desa.  
Etnografer : Assalamualaikum 
Kepala Desa  : waalaikumsalam (dengan senyuman hangat bak 
bertemu anak sendiri) masuk! masuk! kenapa ada 
yang bisa dibantu?  
Etnografer : “ini pak, saya yang kemarin mengantarkan surat izin 
penelitian, saya bermaksud untuk melakukan 
penelitian selama beberapa bulan di kantor ini”. 
Kepala Desa : “Oh iya, penelitiannya kan menggunakan 
pendekatan etnhografi, berarti memang kamu harus 
berada di sini untuk sementara waktu. Kamu ketemu 
bendahara, nanti sampaikan  maksud dan tujuannya.  
Sekalian selama penelitian bantu-bantu dia, jadi kamu 
juga bisa dengan mudah dapatkan keperluan 
peneltianmu kalau memang kamu terjun langsung”. 
Lampiran 1.2 
  
Etnografer : iye insya Allah pak, semoga saya juga bisa bantu-
bantu urusan di kantor. 
Kepala Desa : “kebetulan sekarang masih sibuk menyiapkan LPJ 
untuk pengggunaan anggaran tahun lalu jadi semakin 
lamaki disini semakin bagus,” sambungnya lagi. 
Etnografer : “LPJ tahun 2017 pak?” tanya etnografer agak sedikit 
heran.  
Kepala Desa : “iya.. yang ADD, itukan ada tiga tahap.. dan tahap 
ketiga ini belum rampung LPJnya”, dengan 
pembawaannya yang begitu tenang iya mencoba 
menjelaskan dengan hati-hati kepada etnografer. 
Pernyataan-pernyataan yang didengar langsung dari kepala desa menimbulkan 
banyak tanya di benak etnografer. “LPJ 2017?”pertanyaan ini terus saja menjanggal, 
karena sekarang sudah bulan April menurut etnografer seharusnya LPJ untuk tahun 
yang lalu tidak lagi menjadi persoalan sampai hari ini. Tanda tanya ini hanya bisa 
dihapuskan oleh Bendahara Desa yang ditugaskan untuk menyiapkan Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran yang telah digunakan setiap tahunnya. 
Sayangnya, beliau masih tidak dapat ditemui hari ini. 
Etnografer : “Jadi kapanka’ (kapan saya) bisa ketemu dengan 
Bendahara Desa Pak?”, etnografer kembali bertanya 
untuk mencari kepastian. 
Kepala Desa : “besok insya Allah datangji itu (dia akan datang), 
cuman kurang sehatki (dia hanya kurang sehat) jadi 
biarkanmi dulu istirahat di rumah” jawab beliau. 
Etnografer : oh iye pak, besokpi pale saya ketemu. 
Kepala Desa : “atau kalau mau jalan-jalan saja ke rumahnya”, 
kata beliau memberi saran. 
Etnografer : “hehe tidak saya tau rumahnya pak, biar sehatpi 
nda enak juga datangi urus-urus begini baru orang 
sakit, nanti nabilang kenapami tidak liat-liat 
kondisi”, jelas etnografer menunjukkan rasa tidak 
enaknya untuk mengikuti saran beliau. 
  
Dengan sangat terpaksa pertanyaan etnografer ditangguhkan untuk hari esok. 
Hari ini pun berlalu dengan percakapan-percakapan ringan lainnya bersama kepala 


















Catatan Lapangan: Kesan Awal Kaur Keuangan 
Tempat : Ruangan Kaur Keuangan 
Hari/tanggal : Kamis, 5 April 2018 
Jam  : 07.15 WITA 
Setelah melalui beberapa hari yang cukup menuai kesan di lokasi penelitian, 
akhirnya hari baru kembali mengharuskan etnografer bergelut di lokasi penelitian. 
Agak pagi dari hari-hari sebelumnya, kantor Desa Bontoharu masih terlihat sepi 
ketika etnografer tiba. Pagar masih tertutup pertanda etnografer yang bertugas 
membukanya. Beberapa menit belum terlihat tanda-tanda orang yang datang, 
daripada bosan menunggu sendirian etnografer mengambil sapu dan membersihkan 
aula kantor. 
Aktivitas etnografer belum selesai, sampai akhirnya ada sahutan kalimat  
“Assalamualaikum”, rupanya doa keselamatan itu di sampaikan oleh Bapak 
Sekretaris Desa. Etnografer pun menjawabnya “waalaikumsalam” sambil 
melanjutkan aktivitasnya. Satu persatu para aparat yang lain pun datang, termasuk 
bapak yang telah beberapa hari menjadi objek penantian etnografer. Iya, bapak 
Kepala Urusan Keuangan Desa Bontoharu dengan kata lain Bendahara Desa 
Bontoharu sepertinya sudah sehat dan hari ini bisa hadir dikantor bersama dengan 
aparat-aparat lainnya. 
Etnografer memperkenalkan diri kepada Bendahara Desa yang akrab disapa 
Pak Hamzah. Menurut beberapa sumber dari masyarakat Pak Hamzah telah 
memegang posisi Kaur Keuangan atau Bendahara Desa sejak pemerintah pada 
Lampiran 1.3 
  
periode sebelumnya. Karena beliau juga memiliki ruangan khusus maka sudah 
semestinya etnografer yang menyapa ke ruangannya. Masih agak jauh dari pintu 
ruangannya, beliau sudah mempersilahkan etnografer masuk.  
Kaur Keuangan: “masukmaki, masukmaki (silahkan masuk)!” 
serunya begitu bersemangat.  
Etnografer :“iye pak, makasih” jawab etnografer sembari 
memasuki ruangan tersebut.  
Ruangannya agak sempit dibandingkan ruangan yang sudah etnografer 
kunjungi beberapa hari sebelumnya. Hanya berisi dua buah meja, satu unit komputer 
yang sepertinya lama tak tersentuh. Selain itu dua buah lemari yang berdiri tegak dan 
di salah satu sisinya tertulis ADD T.A 2017 yang berarti pengadaannya dilakukan 
menggunakan ADD T.A 2017. Lemari itu berisi beberapa berkas yang kelihatannya 
terdiri dari beberapa Laporan Pertanggungjawaban ADD. Etnografer mengetahuinya 
dengan cepat karena semuanya memiliki sampul yang awalannya bertuliskan LPJ dan  
diikuti beberapa kalimat pelengkap yang berbeda sesuai dengan tahun pembuatan LPJ 
tersebut. Etnografer kemudian teringat dengan pernyataan Kepala Desa kemarin, 
mengenai LPJ 2017 yang belum rampung. Etnografer mencoba melirik-lirik 
kumpulan LPJ yang ada dilemari, untuk memastikan keberadaan LPJ 2017 tahap 
ketiga. Rupanya benar, apa yang etnografer cari tidak dapat ditemukan disana. Dan 
pertanyaan itu masih saja tersimpan rapi dalam benak. 
Kaur Keuangan: “kita’ (kamu) yang penelitian di sini?”, pak hamzah 
membuyarkan lamunan etnografer dengan memulai 
percakapan.  
Etnografer :“iye pak”, jawab etnografer agak singkat.  
Kaur Keuangan : “jadi, dua bulan di sini toh”, Pak Hamzah pun 
melanjutkan percakapan.  
  
Etnografer :“iye pak rencananya begitu, jadi saya mohon 
bimbinganta pak”, jawab etnografer. 
Kaur Keuangan : “lamama memang ini cari-cari orang akuntansi, 
bisajaki excel toh?”, keluhnya kepada etnografer. 
Etnografer : Isnya Allah bisaji pak, dan alhamdulillah kalau 
kedatanganku bisaji bermanfaat. 
Kaur Keuangan : “iya bela, kebetulan ini kasian masih belum 
selesaipi LPJ yang tahun 2017 sempat itu jadi bahan 
penelitianta juga”. 
Etnografer : “sebenarnya pak penelitianku lebih kepada 
prosesnya, jadi mungkin bagus memang kalau saya 
temaniki kerjakan karena dari situ bisaka juga tau 
sesuatu, kita arahkan mamika yang mana bisa 
dikerja”. 
Kaur Keuangan : “iya, sebenarnya ada aplikasinya ini untuk input 
LPJ. Siskeudes namanya, tapi tidak tau kenapa itu na 
tiba-tiba error nda bisa dibuka, makanya untuk 
sementara yang lebih cepat  saya input di excel dulu 
karena langsung juga terjumlah kalau di Excel”. 
Etnografer : “oh begitu di’ pak. Insya Allah bisaja iyya pak  
kalau Excel adaji sedikit saya tau”. 
Kaur Keuangan : Jadi, apa-apa ini yang kita butuhkan untuk 
penelitian? 
Etnografer : oh tidak banyakji pak, kita biarkanma saja ikut 
bantuki urusanta, kalau nanti ada saya butuhkan saya 
akan bilang langsung ke bapak. 
Kaur Keuangan : kan lama-lamaji di sini, janganmi merasa kaku 
anggap saja rumah sendiri, ruangan, meja dan alat-
alat yang di sini (di dalam ruangan Kaur Keuangan) 
anggap milikmu, yang penting jagai juga do 
janganki jualki (dengan sedikit tertawa). Ya, bilang 
saja kalau ada dibutuhkan. 
Cukup panjang percakapan hari ini, sampai-sampai Kaur Keuangan 
memberikan tawaran untuk lanjut kerja di tempat ini jika pendidikan sudah selesai 
  
nantinya. Dan ini justru menjadi percakapan utama, bahkan semua orang yang ada di 
kantor pun turut mendukung permintaan tersebut. Ya, demikian kesan pertama yang 

























Mengumpulkan Puing-Puing Domain 
Tempat : Kantor Desa Bontoharu 
Hari/tanggal : Jumat, 6 April 2018 
Jam  :  08.00  WITA 
Hari demi hari berlalu di lokasi penelitian, etnografer semakin akrab dengan 
orang-orang yang berada disana. Etnografer merasa diberi ruang yang bebas gerak, 
sehingga tidak merasa kaku seolah-olah tamu yang baru datang beberapa hari. Jumat 
6 April 2018, etnografer diberikan meja khusus untuk menaruh barang-barang atau 
perlengkapan pribadi etnografer dan sebagai meja kerja selama proses penelitian 
yaitu itu ruangan Kaur Keuangan. Meja itu adalah meja yang sebelumnya digunakan 
oleh Pak Hamzah (kaur keuangan) tetapi karena bertepatan pada hari itu sebuah meja 
yang lebih baru berukuran agak besar dari meja yang diberikan kepada etnografer 
dimasukkan ke ruangannya. Sehingga meja yang satunya bisa digunakan etnografer 
sebagai meja kerja pribadi. Berikut tuturnya: 
Kaur Keuangan : Jadi selama di sini ko, pakemi ini meja. Jadi kunci 
ruangan kamu yang pegang satu. Jangan sampai 
tidak bersamaanki datang karena biasaka saya ke 
kota dulu pagi-pagi 
Etnografer : iye pak. 
Selama beberapa hari berlalu etnografer merasa bahwa interaksi yang tercipta 
dalam keseharian aparat desa. Mereka sangat ramah sejak awal kedatangan etnografer 
sampai hari ini. Nilai-nilai kebersamaan terwujud dengan sendirinya tanpa aturan 
yang mengikat secara resmi. Semuanya murni dari perilaku mereka, mungkin ini 




Hari/Tanggal : Senin,  9 April 2018 
Jam  : 15.30 WITA 
Hari sesaat meninggalkan kantor, etnografer duduk sejenak setelah lelah dengan 
beberapa pekerjaan yang telah dilakukan sejak pagi. Kami melayani beberapa 
masyarakat yang ternyata masih banyak di desa ini yang belum memiliki KTP-
Eletronik. Untuk sementara etnografer membantu bagian pelayanan, karena KTP 
tersebut sangat penting bagi masyarakat. Terlebih lagi akan ada pemilu yang 
persyaratannya adalah harus memiliki KTP-Eletronik, oleh karena itu masyarakat 
berbondong-bondong mengurusnya agar hak suaranya nanti tidak hilang. 
Sore itu, kami istirahat sejenak sebelum akhirnya pulang. Seseorang yang 
bernama ibu juarni memulai perbincangan yang merupakan adik dari kepala Desa. 
Ibu Juarni : kenapaki sering kuliat lewat sana (sambil menunjuk 
arah kiri kantor desa) kalau pulangki? Na di sana 
(sambil menunjuk arah sebaliknya) lewat orang kalau 
ke rumahta? 
Etnografer : iye’, anu bu. Pergika dulu jemput pulang dari sekolah 
sepupuku, karena motornya saya pake ini. 
Ibu juarni : oh, dimana motorta kita? 
Etnografer : ada di Samata bu 
Ibu Juarni : di rumahku maki tinggal dulu, daripada siksaki bolak-
balik jemput sepuputa. Tidak ada juga kutemani, sayaji 
berdua mamaku di rumah 
Etnografer : oh iye terima kasih banyak bu, nanti saya bicarakan 
sama orang tuaku dulu 
Ibu Juarni : “oh iya nah, kasi tau saja bilang napanggilka tinggal 
di rumahnya selama penelitian, karena capek sekaliki 
itu kalau bolak-balikki. Bagus juga pintar kalau 
misalnya tiba-tiba ada kita butuhkan sama pakde atau 
pak Hamzah kan dekat meki dari rumahnya. Biar bukan 
  
jam kerja bisa jeki pergi cerita-cerita,” kata ibu 
memberikan saran kepada etnografer. 
Salah seorang staff lain yang akrab disapa etnografer dengan sebutan kak Uni 
juga mengeluarkan suaranya mendukung saran ibu Juarni. Berikut tuturnya: 
Kak Uni : iya, bagus tawwa itu, disitu meki dulu tinggal tidak 
apa-apaji itu. 
Etnografer : iye, terima kasih banyak. 
Percakapan itupun kemudian berakhir dan kami pulang pada pukul 16.00. Ibu 
Juarni salah satu Kaur di desa bontoharu juga seringkali memegang satu wewenang 
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pengelola keuangan. Hal ini menunjukkan 
tingginya empati dari para pengelola dan menjadikan mereka ingin melakukan 












Kegiatan Isra’ Mi’raj Sedesa Bontoharu 
Tempat : Lapangan Desa Bontoharu 
Hari/tanggal : Jumat, 13 April 2018 
Jam  : 07.30 WITA 
Jumat 13 April 2018, hari ini setelah melaksanakan shalat isya secara 
berjamaah rangkaian acara Isra’ Mi’raj dimulai. Rangkaian acara kegiatan diatur oleh 
beberapa majelis ta’lim yang saling bekerjasama untuk mensukseskan acara ini. 
Etnografer bergabung dengan salah satu majelis ta’lim, menjadi anggota sementara 
pada saat kegiatan berlangsung. Masyarakat yang datang datang dari segala penjuru 
desa yang terdiri dari empat dusun. Keakraban sangat terlihat jelas dalam hubungan 
masyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut bapak camat yang diberi kesempatan 
untuk menyampaikan sambutan desa ini adalah satu-satunya desa di kecamatan Rilau 
Ale yang mengadakan acara demikian. Di desa lain juga mengadakan acara Isra’ 
Mi’raj tetapi hanya dilakukan perdusun sehingga tidak dapat menyatukan masyarakat 
dari setiap dusun. Hal semacam ini akan mengurangi nilai kebersamaan karena 
masyarakat akan terpecah-belah di antara kubuh-kubuh yang mereka ciptakan di 
setiap dusun. Kegiatan ini memang ide yang cukup kreatif untuk menciptakan 
kebersamaan. Sedangkan masyarakat menanggapinya sebagai berikut. 
“semua ini sebenarnya adalah idenya Pakde (Panggilan khas bapak 
Kepala Desa) dan kita sebagai masyarakat bukannya bilang karena 
mautaji turuti karena dia tongsen pemerintahta tapi kita masyarakat 
sangat menghargai ide kreatif ini. Karena kapan lagi ada kesempatan 
untuk ketemu-ketemu dengan masyarakat lain terutama dari dusun 
sebelah.” (Masyarakat) 
Tidak hanya itu, bahkan Kepala Desa pun yang medapatkan kesempatan 
bicara sempat mengungkapkan kata- kata berikut dipenutup sambutannya. 
“saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya berharap besar 
kepada saudara-saudara sekalian jika seandainya saya sebagai 
Lampiran 2.2 
  
Kepala Desa melakukan kesalahan mohon diingatkan, jika 
seandainya selama ini ada kata yang tidak berkenang di hati saudara 
tabe’ Kipammopporang a (tolong maafkan saya). Karena saya 
pribadi tidak akan memiliki nilai apapun tanpa saudara-saudara 
sekalian. Keberhasilan desa kita bukan hanya tergantung kepada 
pemerintah tetapi juga dibutuhkan kerjasama masyarakat.” 
Dengan penuh wibawa ungkapan itu keluar dari mulut Kepala Desa dan tak 
lupa untuk tetap merendah di hadapan masyarakatnya. Beliau senantiasa mengucap 
kata maaf untuk kesalahan yang mungkin saja tidak disengaja. Serta memberikan 
ruang kepada masyarakat untuk berbagi. Perilaku ini sangat menunjukkan kerendahan 
hati Kepala Desa selaku pemerintah. Tidak terkecuali aparat lain yang ikut berbaur 
dengan masyarakat pada kegiatan itu. Jadi kita dapat melihat secara langsung 
bagaimana interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Karena 
suksesnya pengelolaan keuangan juga butuh kesuksesan dalam membangun 















Antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pendamping Desa 
Tempat :  Ruangan Sekretaris Desa 
Hari/tanggal : Senin, 16 April 2018 
Jam  : 10.00 WITA 
Pada hari ini di sebuah ruangan yang terbilang cukup besar dan biasa digunakan 
untuk mengadakan kegiatan misalnya pertemuan atau rapat beberapa orang terlihat 
sedang duduk berbincang-bincang. Di antaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa 
dan Pendamping Desa. Sepertinya cuaca di luar ruangan sedang tidak mendukung, 
rintik-rintik hujan menghalangi pendamping desa yang akrab disapa Pak Iswan untuk 
meninggalkan tempat duduknya. Padahal katanya sedang ada urusan di luar kantor, 
tetapi karena takut basah jadi pak Iswan tetap berada ditempat yang sebelumnya. 
Tentu saja etnografer juga berada di tengah-tengah mereka sebab bagaimana bisa 
etnografer bercerita tanpa melihat dengan langsung kejadiannya.  
Awal pembicaraan kami dimulai dengan candaan mengenai kegiatan beberapa 
hari yang lalu. Pakde memulai pembicaraan: 
Kepala Desa : “Naikjako menyanyi itu waktu  acara Isra’ Mi’raj 
uppa?”, tanyanya dengan menyebut sapaan akrab 
etnografer. 
Etnografer  : “aih tidak pak sebagian anggota majelis ta’lim 
menyanyi, tidak tauka juga saya menyanyi bela 
pulang semuaki nanti orang”,, jelas etnografer dengan 
candaan disertai wajah yang tersipu malu. 
Kepala Desa : “aiih bahaya anak mudayya dikalahki menyanyi 
sama ibu-ibu”, katanya kembali bercanda. 
Sekretaris Desa : “loheja tau rie’ dih? Heba’ to’ ri sa’ring punna 
sangnging rie acara pakunjo siitte ngase’ki pole 
appa’ dusung [banyak orang yang datang ya? Seru 
rasanya kalau akan sering diadakan acara seperti itu 
karena kita akan bertemu dengan banyak orang dari 
Lampiran 2.3 
  
empat dusun]”, kata pak Sekdes dengan logat 
konjonya yang sangat jarang ditinggalkan. 
Pak Iswan : “iye bagus itu kalau selalu ada acara begitu bukan 
bilang acara Isra’ Mi’raj pi saja, biar acara-acara lain 
yang penting tidak merugikanji masyarakat. supaya 
bisa menyatukan toh dari beberapa dusun bisaki 
mungkin adakan itu kegiatan-kegiatan positif lainnya 
pake anggaran di desa”, cetus pendamping desa 
seolah memberikan masukan. 
Kepala Desa : itumi, bagus sebenarnya tapi kita liat juga dulu 
kondisi keuangan desa karena banyak hal lain yang 
lebih dibutuhkan masyarakat banyak. Tidak serta 
merta bahwa kita liat hal demikian itu bagus langsung 
kita anggarkan. 
Sekretaris Desa : iya apalagi APBDesa itu banyak biaya, lain dari 
bidang penyelenggaraan pemerintahan, lain juga 
untuk pembangunan, jadi biaya tak terduga iya harus 
juga ada itu. 
Pak Iswan : baru pendapatan desa itu ada dua pak di, ADD sama 
Bantuan Dana Desa. 
Etnografer : jadi bagaimana ini seharusnya pengelolaan yang 
baik pak? 
Kepala Desa : intinya itu haruski tepat sasaran, dan itu tadi 
sebelumnya harus diliat apakah yang akan kita 
anggarkan ini sudah sesuai aturan atau bagaimana. 
Karena pengelolaan itu harus transparan juga. 
Etnografer : oh iye di’, jadi sebenarnya alurnya ini pengelolaan 
bagaimana pak? Apa dulu baru seterusnya apa lagi ? 
Sekretaris Desa : “Alur pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa 
Bontoharu mulai dari perencanaan dulu, kita 
menyusun RKP dengan cara musyawarah. Selain 
aparat desa dan BPD, masyarakat juga dikasih ikut 
dalam musyawarah. Supaya kita bisa membahas 
anggaran yang diterima dan rencana pembangunan 
untuk disetujui bersama. Kalau sudah rampung baru 
diajukan ke kabupaten untuk di verifikasi”. 
  
Etnografer : jadi apa-apa itu yang dilakukan pada saat 
perencanaan pak? 
Kepala Desa : sebenarnya kalau masih dalam tahap perencanaan 
itu ada tiga,  RPJMDesa, RKPDesa dan terakhir 
APBDesa. Baru selanjutnya realisasi mi, kemudian 
penatausahaan, baru pelaporan dan 
pertanggungjawaban. 
Etnografer : apa-apa yang dibuat itu pada saat pelaporan pak? 
Kepala Desa : ya disitumi orang buat Buku Kas, Buku Bank, Buku 
Pajak pokoknya laporan realisasinya anggaran kita 
cantumkan pada saat pelaporan. 
Etnografer  : oh begitu di’ pak.  
Pak Iswan : haruski juga itu relevan dek, tidak boleh abal-abal. 
Karena ini laporan keuangan akan dilaporkan ke 
pemerintah daerah dan pusat. Selain itu masyarakat 
juga butuhki untuk tau bagaimana pengelolaan 
keuangan, bisa tong dibilang itu masyarakat selaku 
pengawas internalta kita orang di desa supaya tidak 
gampang disalahgunakan itu dana. 
Etnografer : iye pak karena saya dengar-dengar itu rawan sekali 
itu keuangan desa di, apalagi yang banyak saya 
dengar kasus ADD.  
Kepala Desa : oh memang banyak itu, itumi saya selalu kubilang 
memang butuh tanggugjawab besar itu untuk 
pengelolaan keuangan. Haruski amanah, harus diingat 
bahwa dana ini bukan milik pribadi melainkan milik 
desa yang peruntukkannya adalah kepentingan 
bersama. 
Pak Iswan : bah iye, iye.. (seraya mengangguk-anggukkan 
kepala pertanda sangat setuju dengan penjelasan 
Pakde). 
Ringkas cerita, hujanpun reda dan pak Iswan pamit pulang, tidak beberapa 
lama Pakde pun menyusul meninggalkan kantor desa untuk urusan lain. Dan yang 
tersisa di ruangan itu hanyalah pak Sekdes yang kemudian menyalakan TV untuk 
  
menghilangkan keheningan yang sempat terjadi di antara kami berdua. Sebab staff 
lainnya ada di ruangan pak Sekdes, oleh karenanya etnografer pindah ke ruangan 
tersebut dan bergabung bersama yang lain. Percakapan, candaan terus saja 
tersuarakan di ruangan itu, sampai pada akhirnya kita semua harus pulang dan 
















Catatan Lapangan: Pengamatan terfokus 
 Untuk tahap penelitian selanjutnya, setelah etnografer menemukan beberapa 
domain dan kemudian menentukan domain yang akan diteliti secara terfokus di 
kemudian hari. Etnografer membuat pertanyaan struktural, namun pada saat 
melakukan pengamatan wawancara dilakukan tidak secara formal sehingga bahasa 
yang digunakan adalah bahasa asli informan. Berikut beberapa hasil wawancara 
ringan yang dilakukan.  
Domain : Interaksi 
Informan : Masyarakat (Pak Sudirman) 
Tempat : Rumah Masyarakat 
Hari/Tanggal : Ahad, 6 Mei 2018 
Jam  : pukul 16.30  
Hari ahad, 6 Mei 2018 sengaja etnografer gunakan untuk menemui salah 
seorang masyarakat karena merupakan hari libur dan etnografer tidak harus berada di 
kantor desa. Pak Sudirman sebagai penduduk asli tentunya sering melakukan 
pengurusan di kantor desa. Wawancara ini dilakukan pada sore hari setelah pak 
sudirman pulang dari ladangnya, kalau di desa Bontoharu orang lebih lazim 
menyebutnya dengan kebun. Sepulang dari kebunnya seraya beristirahat etnografer 
mencoba basa-basi sebelum menanyakan hal inti yang ingin ditanyakan. Adapun 
pertanyaan yang sudah di rancang oleh etnhogarfer sebagai berikut: 
Etnografer : Bagaimana pelayananannya orang di kantor desa 
pak? 
Masyarakat : Alhamdulillah puas jaki, cepatji selesai kalau ada 
diurus 




Masyarakat : iya, bagusji. Baik semua orang-orangnya. 
Etnografer : siapa saja yang biasa layaniki kalau datangki itu? 
Masyarakat  : biasa pak Desa, pak Sekdes, Ibu Nila (Kaur Umum), 
uni (Kaur Kesra) sama ada juga satu itu Ibu Juarni 
kalau tidak salah. 
Etnografer : Nahargai jaki itu kalau misalnya ada keluhanta dan 
nakasi jaki solusi? 
Masyarakat : oh iya, apalagi kalau pak desa bagus sekali kalau 
ada ditanyakanki cepatki nakasi arahan bagaimana 
baiknya toh. 
Etnografer : bagaimana perasaanta kalau misalnya ketemuki 
sama mereka baik itu di kantor ataukah di luar 
kantor? 
Masyarakat : ih, senang sekaliki itu iya. Karena baikji juga biasa 
nasapa duluanki kalau di luarki ketemu. Yang penting 
natauji juga iya bilang masyarakat Bontoharuki, kah 
biasa tong itu tidak ditauki apalagi kalau perantau 
jarang diliat muka’na. Namaji natau orang di kantor 
desa tidak natau yang mana orangnya karena kalau 
pulang kampungki satu bulanji pergimi lagi, 
Pammallesya do (orang yang berpergian ke 
Malaisya).  
Etnografer : Biasa tongji itu cerita-cerita sama orang ataukah 
pilih-pilih orangki kalau mau cerita? 
Masyarakat : biasaji, apalagi kalau ketemuki di acara-acara, 
terutama pak Desa itu biasa tengah malampi napulang 
karena nalupai waktu kalau ditemani cerita. Apalagi 
kalau saya itu ketemu kayak ada acara pernikahan 
atau ada warga meninggal kasian, kusuka juga temani 
cerita pak desa. Banyak sekali bahannya dia kalau 
ditemani cerita, bukan bilang masalah pemerintahanji, 
biar itu hal-hal lucu yang sedang viral dibahas tongji. 
Pokoknya ada saja caranya supaya bisaki akrab sama 
dia dan tidak merasa canggung. 
  
Hasil percakapan ini menunjukkan bahwa interaksi antar masyarakat dengan 
pemerintah memang terjalin dengan baik. Sehingga transparansi pemerintahan juga 


















Domain  : Partisipasi 
Informan  : Sekretaris Desa (Pak Baharuddin, S.Ag) 
Tempat : Ruangan Sekretaris Desa 
Hari/tanggal : Senin, 7 Mei 2018 
Jam  :10.30 WITA 
Setelah Pak Sekdes melayani beberapa orang yang datang, akhirnya dia duduk 
manis dan kembali seperti biasanya menyalakan TV di Aula kantor. Etnografer pun 
mengambil kesempatan itu untuk berbincang-bincang dengannya. Dengan pertanyaan 
yang sudah tersusun rapi di benak etnografer karena tidak memungkinkan untuk 
membawa teks, jadi etnografer hanya berbekal memori ingatan. Berikut hasilnya:  
Etnografer : apa itu keuangan desa menurutta pak? 
Pak Sekdes : keuangan desa itu semua uang yang dikelola di desa 
baik ADD  maupun BDD. 
Etnografer : jadi, kita bagaimana perasaanta menjadi salah satu 
pengelola keuangan? 
Pak Sekdes : ya, kita senang tapi juga dipenuhi rasa cemas kalau 
saja nanti ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan toh, 
karena rawanki itu kalau uang dikelola. Butuh 
tanggung jawab besar, anre’ na gampang (tidak 
mudah). 
Etnografer :  itu dalam pengelolaan keuangan, Cuma pemerintah 
ji yang bisa ikut pak? 
Pak Sekdes : tidak, masyarakat juga itu berpartisipasiji. Kalau 
pengelola memang iya, rata-rata dari pemerintah 
kayak kepala desa, saya sendiri, dan kaur keuangan 
itu yang paling berperan karena dia pegangki uang. 
Jadi keluar masuknya uang dia yang paling tauki. 
Tapi itukan sudah di aturmi toh. BPD juga termasukji 
karena dia selaluji ada apalagi kalau rapatki toh dia 
penyambung suaranya masyarakat. kah tidak mungkin 
tong i itu datang semua masyarakat. 
Lampiran 3.2 
  
Ernhografer : kalau misalnya kepala desa dan kita kan selaku 
pemerintah apa tugasnya itu pak? 
Pak Sekdes : bukannya sombongki toh, sempat dari nada bicaraku 
bilangki kenapami ini pak Sekdes na mau sekali 
dibilang pemerintah tapikan aturan dan saya berusaha 
jawab pertanyaanmu (katanya dengan merendah dan 
tertawa). Pemerintah yang paling berperan memang 
itu dek, karena kepala desa, sekdes dan Kaur 
keuangan disitumi semua intinya pengelolaan. 
Etnhogarfer : kalau masyarakat iyya? 
Pak sekdes : kalau masyarakat itu toh, biasaji juga hadir di rapat-
rapat tapi perannya dia haruski pintar-pintar menilai 
kebutuhan-kebutuhan umum disekitarnya, itumi nanti 
nasampaikan pada saat pertemuan. Selain itu biasaki 
juga nabantu pada saat realisasi, kadang-kadang kan 
ada barang yang dibutuhkan na ada salah satu 
masyarakat yang punya biasa dipinjam dulu karena 
untuk kebaikanta ji bersama. Kalau ada realisasi itu 
yang terwujud bukan bilang pemerintahji yang enak 
sama-samajaki, masyarakat yang paling merasakan 
dampaknya. 
Etnografer : BPD kan berpartisipasiki juga pak, apa tongsen itu 
iyya tugasnya? 
Pak Sekdes : Kalau BPD itu tadi yang kubilang, dia sampaikan 
apa yang sudah didengar dari masyarakat banyak. 
BPD juga sebenarnya lebih kepada pengawasan. Jadi 
dia haruski natau bagaimana pengelolaan keuangan 
desa juga. Misalnya berapa dana yang cair, berapami 
yang sudah dipake yang mana realisasinya itu dana 
harus naawasi juga itu semua. 
Berdasarkan perbincangan ini, menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah 
yang terlibat dalam pengelolaan keuangan melainkan masyarakat biasa juga. Selain 
itu BPD juga sangat berperan melihat jalannya arus pengelolaan keuangan desa. Jadi, 
adalah sebuah kesalahan jika selama ini kita berpikir bahwa pengelolaan keuangan 
hanya melibatkan kepala desa dan bawahannya yang ada di kantor saja. Demikian 
  
kesimpulan yang etnografer temukan pada hari ini. Lebih dan kurangnya adalah 



















Domain : Laporan Keuangan Desa 
Informan : Kepala Desa 
Tempat : Kantor Desa Bontoharu 
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018 
Jam  : 08.00 WITA 
Pagi itu cuaca cerah etnografer sudah duduk sekitar 15 menit di Aula kantor 
karena masih terlalu pagi dan belum ada yang harus dikerjakan. Bahkan ruang kerja 
pu belum enhografer buka. Kebetulan sekali Pakde juga ikut duduk bersantai di ruang 
yang sama. Di sebuah sofa berwarna coklat yang memang disediakan khusus di 
ruangan tersebut. Pakde yang memulai pembicaraan pada hari itu, beliau menanyakan 
perkembangan penelitian etnografer. Etnografer pun berbagi mengenai hal itu, 
dengan harapan etnografer bisa mendapatkan inspirasi baru. Namun kemudian 
etnografer jujur bahwa ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan berikut hasilnya. 
Etnografer : Apa sebenarnya itu keuangan desa pak? 
Kepala Desa : Keuangan desa itu dek semua hak dan kewajibannya 
Desa yang bisa kita nilai dengan uang begitu juga 
yang berupa uang dan barang, ada kemarin kamu liat 
APBDesa toh? Itumi intinya keuangan desa. 
Etnografer : Berapa Anggaran yang diterima setiap tahunnya? 
Kepala Desa : “di desa ini Cuma duaji anggaran besar yang 
diterima yaitu ADD dan BDD. Tapi jangan salah, 
anggaran yang diterima dari pemerintah butuh 
tanggungjawab besar untuk kelola itu dana. Tentu... 
butuh keahlian juga”, jelasnya dengan wajah yang 
serius dan penuh wibawa. 




Kepala Desa : kalau pada saat pelaporan itu ada buku kas, buku 
pajak, buku bank banyak sebenarnya, nanti kamu 
pelajari sama Pak hamzah nah (Kaur keuangan). 
Etnografer : Siapa yang buat laporannya itukah pak? 
Kepala Desa : pak Hamzah itu yang buat, diakan Kaur keuangan 
jadi laporan yang itu dia yang buat. Saya juga ada 
laporan tertentu saya buat sebagai bukti realisasi 
anggaran. 
Etnografer : Bagaimana proses pelaporannya? 
Kepala Desa : Pembuatan laporan itu biasanya dilakukan di bulan 
januari sampai April, nah inikan aprilmi sebenarnya 
agak terlambatmaki. Tapi masih ada kesempatan, 
mungkin rejekimu juga itu untuk belajar buat LPJ. 
Bapak Kepala memberikan jawaban dengan nada santai dan bersahabat. 
Etnografer merasa seperti berdiskusi dengan teman sendiri. Keterbukaan beliau 
memberikan rasa nyaman bagi etnografer untuk menyampaikan uneg-unegnya. 














Domain : Semboyan Tallang Sipahua 
Informan : Kaur Keuangan Desa 
Tempat : Kantor Desa Bontoharu 
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018  
Jam  : 13.00 WITA 
Pada hari yang sama dengan pengamatan terhadap domain laporan keuangan 
desa, etnografer mendapat kesempatan untuk menanyakan mengenai semboyan 
Tallang Sipahua kepada Kaur Keuangan. Etnografer sengaja memilih beliau, karena 
etnografer rasa beliau sangat berperan dalam pengelolaan keuangan. Karena keluar 
masuknya dan APBDesa semua diketahuinya. Seperti yang telah berulang-ulang kali 
dikatakan bahwa dana ini sangat rawan, maka sebagai pengelola yang bertugas 
menyimpan dana maka beliaulah yang paling perlu dinilai pendapatnya mengenai 
semboyan Tallang Sipahua. Berikut hasil wawancaranya: 
Etnografer   : Pernahki dengar istilah Tallang Sipahua? 
Kaur Keuangan : Iya pernah, itukan kearifan lokal yang sudah mesti 
dipertahankan itu. 
Etnografer : Menurutta apa itu Tallang Sipahua? 
Kaur Keuangan : Tallang Sipahua itu, dia menjunjung tinggi 
solidaritas, kalau nabilang orang disini Asse’re 
se’reki. 
Etnografer :oh begitu dih, kalau dalam kehidupan sehari-hari 
seperti apa maksudnya itu pak? 
Kaur Keuangan    : misalnya tolong-menolong, pasti biasajako dengar 
bilang situlungki [mari saling menolong], Appada-
pada jaki. Istilahnya rie’ pakkamaseangna [ada rasa 
empatinya]. 
Etnografer : Iye biasaji pak, nilai-nilai seperti ini menurutta pak 
diterapkanmi di desata? 
Lampiran 3.4 
  
Kaur Keuangan : tentu dalam pandangan saya pribadi  budaya itu 
tetap dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan 
tidak terkecuali keseharian aparat di kantor desa. 
Etnografer : bagaimana kira-kira contohnya itu pak kalau kita 
liat dari sisi pengelolaan keuangan? 
Kaur Keuangan : contohnya kalau kita melaksanakan realisasi 
anggaran itu, kita harus pintar-pintar melihat 
kebutuhan masyarakat. Mana yang paling 
dibutuhkan orang banyak itu dulu yang kita 
dahulukan. Tapi harus juga melalui kesepakatan 
bersama. Jadi disinimi diliat bagaimana itu Tallang 
Sipahua terwujud, haruski juga ramah atau biasa 
nabilang orang Sega’ dalam merespon masyarakat 
karena tujuanta untuk sama-samaki dapat sisi 
baiknya. 
Demikian hasil yang etnografer temukan. Beliau menjelaskan apa itu 
Tallang Sipahua. selain itu juga memberikan contoh bagaimana jika perilaku ini 















Domain : Kecurangan 
Informan : Kepala Seksi (Ibu Juarni, S.Pd.i) 
Tempat : Rumah Ibu Juarni 
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018 
Jam  : 18.30 WITA 
Etnografer sudah tinggal selama beberapa hari di rumah Ibu Juarni selaku 
salah seorang yang sering memegang bagian sebagai kepala seksi atau yang 
mengelola keuangan pada suatu kegiatan. Untuk itu selaku salah satu Kaur di desa 
bontoharu, enthografer memilih beliau sebagai informan. Karena banyaknya 
keterlibatan beliau dalam keseharian pengelola-pengelola lainnya sehingga 
memungkin etnografer mendapatkan informasi yang cukup. Berikut adalah hasil 
sharing yang etnografer dan Ibu juarni lakukan pada waktu itu, setelah melaksanakan 
shalat Magrib di kediaman beliau.  
Etnografer  : pernahki dengar-dengar bu, biasa itu ada kasus-
kasus napake uangnya desa? 
Ibu Juarni  : iya, biasa memang itu ada. Banyakmi itu kejadian 
begitu. 
Etnografer : kayak bagaimana itu yang biasa nakategorikan orang 
perilaku curang, istilahnya nabilangmi orang korupsi? 
Ibu Juarni : ya, kalau naambil uangnya desa do, misalnya 
napakeki secara sembunyi-sembunyi. Tapi ujung-
ujungnya itu pasti ditauki karena ketat pengawasan. 
Bisaji ditemukan itu kalau ada pencurian kas begitu. 
Karena biasa juga ada katanya itu yang naubahki 
harganya barang, misalnya mau beli peralatan untuk 
di kantor toh, baru sebenarnya itu harganya berapaji, 
kecilji tapi na tambah-tambahki supaya kelihatan 
banyak di laporannya. Tapi adaji notanya. 
Etnografer : kalau pungutan liar iyya bu? 
Lampiran 3.5 
  
Ibu Juarni : kalau pungutan liar itu, biasa terjadi di bagian 
pelayanan juga. 
Etnografer : itu kalau misalnya ada aset desa itu, kayak 
kendaraan  misalnya motor toh bu na dipinjam untuk 
kepentinganta tidak termasukji itu iyya bu? 
Ibu Juarni : termasuk kapang juga itu iyya, karena bukan haknya 
baru  napake ki. Kecuali kalau dipake na untuk 
kepentingan umumji do bagusji itu iya. 
Hasilnya etnografer menemukan beberapa istilah yang sebelumnya sudah 
sering ditemukan oleh etnografer. Menurut Ibu Juarni adalah suatu kecurangan 
apabila seseorang memakai kas desa secara sembunyi-sembunyi dan memalsukan 
harga pada pengadaan barang ataupun jasa. Serta menggunakan aset desa untuk 
kepentingan pribadi dalam hal ini misalnya kendaraan desa. Tidak terlupa pula 
















Catatan Lapangan: Penggalian Makna Budaya Tallang Sipahua 
Informan : Masyarakat  
Tempat : Rumah Masyarakat 
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018 
Jam  : 10.00 WITA 
Menjelang bulan Ramadhan semakin hari semakin banyak orang yang datang 
melakukan pengurusan di kantor desa. Masyarakat berpikir mereka lebih baik 
melakukan pengurusan sekarang daripada di bulan Ramadhan nanti. Asumsi mereka 
adalah akan mendapatkan rasa lelah yang berlipat ganda ketika dilakukan pada saat 
berpuasa. Oleh karena itu silih beerganti mereka datang urusan yang berbeda. Mereka 
yang datang dengan wajah yang berseri-seri akan keluar dan meninggalkan kantor 
dengan wajah yang erseri-seri pula. Sedangkan mereka yang datang dengan wajah 
penuh keluh juga akan keluar dengan wajah berseri-seri. 
 Sepasang suami istri datang sekitar pukul 09.00 pagi yang katanya ingin 
mengurus Kartu Keluarga, mereka adalah pengantin baru. Awal memasuki kantor 
mereka terlihat ragu untuk masuk sepertinya mereka ada sedikit masalah. Etnografer 
kemudian menyapa mereka agar tak ada rasa canggung memasuki kantor. 
Etnografer : “masukki bu, masuk maki mauki urus apakah? Adaji 
itu pak Sekdes di ruangannya,” kata etnografer 
menyapa  mereka. 
Ibu Imma : iye, Assalamualaikum. Iye’ mauka urus kartu 
keluarga. Tapi ada persyaratan yang kurang do 
diterimaji itu sebentar di dalam? 
Etnografer : oh iye, waalaikumsalam. Coba meki masuk bu, kita 




Ibu itu pun mengajak suaminya untuk masuk, sekitar tiga puluh menit mereka 
di ruangan pak Sekdes ibu itu keluar dari ruangan dan duduk di sofa berwarna coklat 
yang terletak di aula. Dengan memasang muka leganya iya tersenyum puas kepada 
etnografer. Etnografer menyempatkan diri untuk bertanya seraya membalas 
senyumannya. 
Etnografer : bagaimanaji bu? 
Ibu Imma : Alhamdulillah bisaji katanya, cuma ada satu yang 
mau di foto copy do”, katanya dengan raut wajah 
yang senang. 
Etnografer : oh iye, baikji pelayanannya orang di dalam toh bu?  
Ibu Imma : iye bagusji, ramahji orang di dalam. Untung itu 
mauja natolong karena kubutuhkan secepatnya 
kodong. 
Etnografer : iye haruski begitu memang bu sebagai pelayan 
masyarakat harus punya rasa empati yang besar. 
Pernahki dengar istilah Tallang Sipahua bu. 
Ibu Imma : iye iya, itu yang tertulis di perahu phinisi toh yang 
ada di bundaran Bulukumba. Itukan sudah jadi 
pedomanmi kita di daerahta, kalau bugisnya itu 
nabilang orang Mali’ Siparappe. 
Etnografer : iye, kita bugis atau konjo bu? 
Ibu Imma : konjo saya, kebanyakan konjoji itu orang di sini. 
Etnografer : berarti ditau sekalimi itu bu artinya Tallang 
Sipahua? 
Ibu Imma : tidak tongji itu iya, tapi kalau secara umum ditauji 
bilang itu Tallang Sipahua dia intinya kebersamaan. 
Misalnya kalau kita tolong orang, itu adami jiwa-jiwa 
Tallang Sipahua ta. 
Etnografer : hehehe.... begitu di bu.. jari punna pammarentata 
kunne iyya rie’ja riitte jiwa-jiwa pada injo? 
[bagaimana dengan pemerintah kita disni apakah juga 
terdapat hal demikian?] 
  
Ibu Imma : iye alhamdulilllah rie’ja. Buktinya ballo ngaseji 
punna rie paralluna wargana. 
Tak lama setelah kalimat itu diucapkannya diapun pamit pulang, karena 
suaminya sudah memberi isyarat bahwa urusan sudah selesai. Mereka pulang dengan 
memperlihatkan wajah lega karena sudah bisa langsung melanjutkan urusannya ke 


















Informan : Sekretaris Desa 
Tempat : Ruangan Sekretaris Desa  
Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2018 
Jam  : 13.20 WITA 
Berhubung hari ini Kaur Keuangan tidak masuk katanya beliau ada urusan di 
kota Bulukumba, etnografer kembali bergabung di ruangan pak Sekdes. Sembari 
menunggu kedatangan warga yang mungkin saja akan datang, jadi etnografer berpikir 
mungkin enak berbincang-bincang agar tidak terlalu sepi. Sebenarnya kami ada 
berempat dalam ruangan itu, tetapi satu orang sedang sangat serius mengerjakan 
sesuatu di laptop yang ada di hadapannya hingga tak bersuara sedikitpun.  Sedangkan 
satunya juga asyik memilah-milah kertas yang rupanya adalah hasil fotocopy kartu 
keluarga warga desa Bontoharu dan etnografer berinisiatif membantunya. Di sisi lain, 
pak sekdes mengisi waktu luangnya dengan memanfaatkan kertas bekas yang sudah 
tidak terpakai untuk di buat amplop. Tangannya kelihatan sudah sangat cekatan 
dalam melipat-lipat tumpukan kertas itu dan disulapnya menjadi amplop. Etnografer 
mencoba memecah keheningan. 
Etnografer : deh rajinnya pak Sekdes, maumi diapa semua itu 
amplopta pak? 
Sekretaris desa : berguna nanti ini, biasa habis amplop kalau 
banyak orang datang jadi bisa digunakan ini. 
Etnografer : haruskah dikasi amplop pak? Bisaji mungkin tidak. 
Sekretaris desa : tidak boleh begitu haruski juga peduli sama 
kenyamanannya warga. Nanti nabilangiki knapami 
biar amplop juga nda nakasiki. 
Etnografer :  biasaji kapang terjadi pak? 
Sekretaris desa : masyarakat itu menilai dari hal-hal sekecil itu, 
memang tidak semua ada juga yang tidak begituji 
Lampiran 4.2 
  
tapi kita menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang 
kurang baik. Kurang sopan juga itu kalau kita kasi 
saja selebaran kertas begitu baru mau nabawa lagi 
ke instansi lain. Tidak menghargai namanya. 
Sekali lagi sekretaris desa menunjukkan rasa empati dari hal-hal kecil yang 
dilakukannya. Beliau sengaja melakukannya agar masyarakat merasakan 
kenyamanan. Ini adalah salah satu contoh terdapatnya nilai-nilai Tallang Sipahua 




















Catatan Lapangan: Penelusuran Makna Pengelolaan Keuangan 
Informan : Kaur Keuangan (Pak Hamzah.M) 
Tempat : Rumah Kaur Keuangan 
Hari/Tanggal : 18 Mei 2018 
Jam  : 18.45 WITA 
Selepas berbuka puasa dan melaksanakan shalat magrib berjamaah bersama 
kepala desa yang menjadi imam, dan beberapa makmum diantaranya Pak Hamzah 
(Kaur Keuangan), istri dan anaknya. Etnografer bersama Kaur Keuangan kembali ke 
ruang kerja   yang ada di rumahnya. Ruangan itu bersebelahan langsung dengan 
ruang tamu jadi kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang yang ada di 
ruang tamu. Sementara Kepala Desa duduk di ruang tamu, Kaur Keuangan meminta 
tolong untuk dibantu menyusun LPJnya. Ini LPJ untuk tahun 2017, tapi baru 
dirampungkan.  
Kaur keuangan : bantuka dulu susun ini nah, supaya bisa langsung 
na periksa pakde sebentar. 
Etnografer : iye pak, ada contoh yang bisa saya liat pak? 
Sembari mengambilkan sebuah buku berwarna jingga yang sangat tebal dan 
sepertinya memiliki berat yang lumayan menguras tenaga. Rupanya itu adalah salah 
satu LPJ yang akan dijadikan contoh oleh etnografer. 
Kaur keuangan : ini contohnya nah, ikuti ini. Liat yang mana duluan 
dikasi masuk yang mana terakhir.  




Kaur keuangan : iya, begitu memang karena dalam satu kegiatan itu 
beberapa lembar pertanggungjawabannya. Ada 
notanya, ada berita acara pemeriksaan barang, ada 
penyerahan barang, ada juga yang kena pajak harus 
ada bukti pembayaran pajaknya, ada foto-foto, SK 
dan masih banyak itu tergantung kegiatannya. Jadi 
ikuti itu LPJ yang sudah jadi, kurang lebih seperti 
ituji. Tinggal di susun itu kertasnya. 
Etnografer : contohnya kegiatan apa pak dan apa tujuannya itu 
banyak begitu? 
Kaur Keuangan : contohnya pengadaan barang, itu tujuannya supaya 
proses pengadaan  barang atau jasa tidak mudah 
diselewengkan. Makanya lain yang tanda tangan 
pada pemesanan, lain pada penyerahan, lain juga 
yang periksa. ya, supaya mencegah kecurangan, 
karena kalau satu orangji itu takutnya kalau 
direkayasa. 
Etnografer : pertanyaanku pak, itu barang toh kan sudah 
dianggarkan sebelumnya, jadi kalau bedai dengan 
harga yang dibelikanki bagaimanami beda berarti 
sama APBDesa yang sudah disusun dulu? 
Kaur Keuangan : disurvey dulu itu harga dek baru penyusunan 
anggaran. 
Etnografer : “oh iye iye pak”, etnografer mengangguk-angguk 
pertanda memahami apa yang dijelaskan oleh Kaur 
keuangan. 
Etnografer menyusun beberapa lembaran kertas sesuai dengan contoh. 
Beberapa kegiatan sudah lengkap LPJnya, namun ada beberapa yang masih ada 
kekurangan. Ada yang belum ada foto pelaksanaan kegiatan dan SK beberapa 
penerima insentif dari APBDesa.  
Etnografer : pak yang ini tidak ada fotonya dan ini SK-nya yang 
belum 
Kaur Keuangan : oh iya, belum di print itu, tunggu kuprintkanki itu 
fotonya. 
  
Etnografer : kalau yang SK pak? 
Kaur Keuangan : adaji itu di arsip semua dek sudahpi kuprint ini 
baru kucarikanki jadi tinggal kita kasi masuk. 
Sembari menunggu Kaur Keuangan mencarikan SK yang dimaksud, 
etnografer dipersilahkan mengotak-atik laptop untuk mencari kebutuhan penelitian 
etnografer. 
Kaur Keuangan: istirahatmi dulu kalau capek, bisaki buka-buka itu 
laptop, banyak file disitu sempat ada dibutuhkan 
carimi disitu. 
Etnografer : lengkap semuaji pale pak apanya yang kasi lamaki 
selesai ini LPJ ta? 
Kaur Keuangan : iya dek, lengkapji itu, cuma itu gara-gara aplikasi 
kemarin errorki, baru belumpi diperbaiki saya tidak 
tau apanya bermasalah itu mungkin terkena virus di 
komputer. Baru mau saya lapor, tapi kuselesaikan 
dulu ini karena sudah terlambat sekalimi. 
Etnografer : oh begitu pak? Tapi tidak apaji itu begitu pak? 
Kaur Keuangan : yang penting samaji formatnya dek itu Excel yang 
kusuruhkanki kemarin yang buku kas, samaji dengan 
siskeudes. Dan mauji juga kulapor itu, sempat bisa 
diperbaiki lagi aplikasinya. 
Etnografer : “tidak dicurigai jaki itu lain-lain pak kalau lama 
baru selesai?”, tanya etnografer dengan nada 
candaan untuk menghindari ketersinggungan 
informan. 
Kaur keuangan : hahaha.. kan adaji Laporan Pertanggung Jawaban 
dek, di situmi diliat semua bukti realisasinya 
anggaran, adaji juga inspektorat yang awasiki. 
Masyarakat juga ikut sertaji, jadi kalau ada yang 
lain-lain bisa saja mereka yang melapor. 
Etnografer : jadi nda bisaki lagi itu pencairan pak kalau tidak 
selesai ini? 
Kaur keuangan : iya, harus ACC dulu ini baruki bisa lagi pencairan 
yang berikutnya. 
  
Etnografer : tapikan kudengar-dengar lama maki jadi bendahara 
pak? 
Kaur Keuangan : iya dek, lamami memang tapi dulu nda terlalu ribet 
beginiji keuangan. Periode inipi memang bedami 
peraturan. Baru saya itu tidak ada dasar akuntansiku 
dek tidak terlalu bisaka juga pake excel. Tidak 
bisaka juga lama di depan komputer karena mataku 
sakit. 
Etnografer lagi-lagi mengangguk dan sampai pada percakapan itu pekerjaan 
etnografer pun selesai.  Semua LPJ sudah lengkap dan waktunya Kepala Desa yang 
memeriksa. Kepala Desa pun memeriksanya dengan seksama mencari tahu kira-kira 
apakah ada kesalahan dalam LPJ atau sudah siapkah LPJ ini untuk dibawa ke daerah. 
Setelah itu, Kepala Desa pamit meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan etnografer 
memilih untuk menginap karena merasa kelelahan dan tidak bisa lagi menahan rasa 
kantuk. 
Keesokan harinya masih di rumah Kaur keuangan, istrinya meminta 
pertolongan etnografer untuk mengantarnya kesuatu tempat. Karena anak 
perempuannya sedang sakit dan hari itu tidak pergi ke sekolah.  Ibu itu akrab disapa 
ibu Sinar, ia memberikan kunci motor kepada etnografer untuk dipakai 
mengantarnya. 
Selain bapak Kaur Keuangan yang ramah, istri dan seorang anak perempuannya pun 
sangat terbuka pada etnografer sehingga etnografer merasa nyaman berada 
dilingkungan keluarga itu.  
Etnografer  : motor yang mana dipake bu? 
Ibu Sinar : Itumo motornya adekta. 
Etnografer : mauki kemana ini bu? 
  
Ibu Sinar : mau ke pasar dek, dibawaki dulu sebagian itu 
barang jualan karena maumi dibuka pasar besok. 
Etnografer pun berangkat mengantar ibu ke tempat tujuan. Di tempat itu ibu 
Sinar sambil menyusun barang-barang jualan ia sedikit menggerutu. 
Ibu Sinar : haruski juga bantu-bantu bapak (suaminya) cari 
uang bela karena banyak kebutuhan sekolahnya 
adekta (anaknya). 
Etnografer : iye begitu memang bu, kalau kasi sekolah orang 
banyak biaya. 
Ibu Sinar : ini pusingka lagi sama bapak karena di suruh bawa 
laptop ke sekolah baru tidak ada laptopnya. 
Etnografer : mau napake apa bu? Wajib itu? 
Ibu Sinar : mau napake bede simulasi, tidak mengertika juga 
saya apa dibilang dek tapi yang pastinya persiapan 
ujian itu. 
Etnografer : kenapa bukan itu laptop yang ada diruang kerja 
dipake bu? 
Ibu Sinar : oh tidak bisa itu dek, bukan kita yang punya, laptop 
kantor itu cuma untuk sementara ada di rumah 
karena dipake kerja LPJ. 
Etnografer : kan sementaraji bu masa tidak bisa, Cuma dipake 
sehariji. 
Ibu Sinar : tidak dek, tidak dibiarkanki sama bapak pake 
barang-barang kantor, jangankan laptop, print saja 
tidak boleh orang print disitu kalau bukan keperluan 
kantor. 
Peristiwa-peristiwa tersebut mengetuk hati etnografer, bahwa ternyata tidak 




Informan : BPD Desa Bontoharu (Pak Ahyan) 
Tempat : Rumah Pak Ahyan 
Hari/Tanggal : 19 Mei 2018 
Jam  : 09.35 WITA 
Setelah berkunjung ke rumah pak Ahyan untuk kesekian kalinya etnografer 
belum sempat bertemu dengan beliau. Etnografer hanyalah mendapati seorang wanita 
paruh baya yang katanya adalah ibu dari beliau. Setiap kali etnografer datang pak 
Ahyan tidak ada di rumah rupanya beliau adalah orang yang sangat sibuk. Selain 
menjadi seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama beliau juga adalah 
aktivis.  Adapun kegiatan yang sedang ia tekuni pada saat ini adalah tugas dari KPU, 
berhubung lagi semarak-semaraknya pesta demokrasi. Oleh karena itu, etnografer 
memutuskan untuk mencoba menghubunginya melalui whatsapp. Ternyata direspon 
dengan baik, hanya saja beliau tidak sempat jika harus bertemu. Karena itu kami 
memutuskan untuk melanjutkannya melalui Whatsapp. Pak Ahyan adalah master 
muda  di desa Bontoharu jadi jangan heran jika nanti bahasa yang dituangkan adalah 
bahasa formal. Beliau adalah salah satu orang yang pendidikannya paling tinggi di 
kalangan muda Bontoharu saat ini karena pernah mengarungi dunia S2. Berikut hasil 
wawancaranya: 
Etnografer : Sebagai BPD pasti pahamki bagaimana itu 
keuangan desa, menurutta apa itu keuangan desa 
pak? 
Pak Ahyan : Keuangan desa menurut saya adalah hak dan 
kewajiban yang dimiliki oleh desa seputar 
keuangan yang dimilikinya dan diatur oleh desa itu 
sendiri, untuk pemenuhan hak dan kewajiban 
seluruh elemen dalam membangun desa. 
Lampiran 4.4 
  
Etnografer : Apakah anda pernah berpartisipasi dalam RKP 
Desa? 
Pak Ahyan : Pribadi saya sebagai warga desa dan sebagai 
anggota BPD, saya selalu dilibatkan dalam rapat 
RKP Desa. 
Etnografer : Sebagai BPD bagaimana anda mengaspirasikan 
harapan warga lain yang tidak sempat ikut dalam 
musyawarah dan bagaimana respon yang anda 
dapatkan? 
Pak Ahyan : Mengusulkan apa-apa yang telah didengarkan 
dari warga dan respon yang diterima cukup baik 
dengan beberapa penjelasan yang menurut saya 
cukup logis untuk diterima. 
Etnografer : Apakah ada bukti fisik pembangunan yang bisa 
anda temukan pada penggunaan anggaran tahun 
2017? 
Pak Ahyan : kalau bukti fisik penganggaran itu banyak, 
misalnya pengecoran, jalan drainase, dekker, dan 
masih ada beberapa lagi. 
Demikian hasil wawancara dengan salah seorang BPD desa Bontoharu, dari 
percakapan tersebut memberikan gambaran transparansi pengelolaan. Dengan 
mengikutsertakan masyarakat dan adanya bukti pembangunan secara fisik dapat 
menjadi salah satu bentuk transparansi yang ditunjukkan oleh pengelola keuangan. 
Serta dengan memberikan respon yang baik dan alasan yang logis menjadi nilai 
tambah bagi pengelola atas toleransinya dalam mengelola keuangan. 
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Foto Bapak Kepala Desa dan Ibu Desa Bontoharu 





Foto bersama Sekretaris Desa, Kaur pemerintahan dan Kaur Kesra 
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Foto pada kegiatan Isra’ Mi’raj 
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Foto kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an 
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Foto saat membantu di bagian Pelayanan 
 
 
Foto saat menginput Buku Kas untuk kelengkapan LPJ 
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Foto pada saat  menyusun Bukti pembayaran Pajak untuk kelengkapan LPJ 
 
 





Nama lengkap penulis yaitu Nurfathana S lahir di kabupaten 
Bulukumba  desa Karama dusun Panasa pada tanggal 03 
Juli 1996, merupakan anak pertama dari enam bersaudara 
dari pasangan suami  istri Sudirman dan Salmia. Kini 
penulis beralamat di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba.  
Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 81 
Palampang, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiah YPPI Bulukumba 
dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah 
Aliyah YPPI  selama kelas X, kelas XI hingga selesai pada tahun 2013 dilanjutkan di 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Palampang yang juga terletak di Kabupaten 
Bulukumba. Pada tahun yang sama penulis memilih jurusan Akuntansi di UIN 
Alauddin Makassar untuk menempuh pendidikan S 
